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SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksina

1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 jo Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 97 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 28/Menhut-Il/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan.

6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-Il/2014 Tanggal 22 Mei 2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada lzin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam.

7  Peraturan Menteri Kehutanan Nomer : 66/Menhut-11/2014 Tanggal 12 September 2014 tentang Inventarisasi Hutan Berkala Dan Rencana Kerja Pada |zin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem

8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.65/Menhut-11/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.11/Menhut-1/2009 tentang Sistem Sitvikultur
Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.

9  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor © 718/Menhut-Il/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

10  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenlLHK/Setjen/Kum. 1/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : P.43/MenlLHK-Setien/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.

11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.74/MenLHK/Setjer/Kum. 1/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten /
Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

12  Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P 2/IV-BUHA/2014 Tanggal 18 Juni 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian, Persetujuan dan Pelaporan
Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam.

1. Menguasai apikasi Microsoft Word
2. Menguasai apikasi Microsoft Excel
3. Menguasai Katogafi

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
1. SOP Penilaian Kelengkapan Berkas URKTUPHHK-HTI 1. Alat Tulis Kanbr
2. SOP Penilaian Kewajiban PSDH dan DR UPHHK-HTI 2. Komputer
3. SOP Verifikasi Peta URKTUPHHK-HTI 3. Printer

4.  Kalkulator
|Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila belum diterbitkan Persetujuan RKTUPHHK-HTI, maka akan menghambat kegiatan Operasional IUPHHK-HTI di lapangan.

Berupa Soft Copy (File Data) dan Hard Copy (Print Data).

Fn. SOP Analis Pengembangani Hutan (Proses Persetujuan RKT)




A. SOP Analis Pengembangan Hutan Dalam Proses Penyampaian Surat TPK Antara IUPHHK-HA/HT ke UPTD/KPH

Mutu Baku
Analis Hasil Keterangan
Steed Pevinahionan + Smenit | Disposisi + berkas hari ke-1
1 |Permohonan Persetujuan RKTUPHHK-HT ,_ﬁ?ﬂfﬁ?ﬁmﬂﬁ?"__¥ b I
Disposl + st Peomtiensn | Disposisi + berkas hari ke-1
2 |Menerima permohonan TPK Antara + Kelengkapan Persayaratan
- _ _ Disposisi + Surat Permohonan . —
Memerintahkan untuk menindaklanjuti sesuai arahan + Kelengkapan Persayaratan Smenit | Disposisi + berkas hari ke-2
3 |1 disposisi — = I (SR A ey
W o
=1 Disposisi + Surat Permohonan Smenit | Disposisi + berkas hari ke-3
4 |Memerintah untuk memproses ljin TPK Antara | | + Kelengkapan Persayaratan
o Disposisi + Surat Permchonan - o
Memerintahkan untuk menelaah, memverifikasi dan \L'I +Kelengkapan Persayaratan Smenit | Disposisi +berkas hari ke-4
8 | mengklerifiasi berkas Permohonan 1
] X SustPaiduenamnileg | L S;;at g:::ﬁ::i::n hari ke-5, 6
Membuat surat ke UPTD/KPH untuk melaksanakan <> Pemeriksan lapangan s: ! , 6,
g pemeriksaan dilapangan A L S B s -
- /‘k Surat Pelaksanaan Keg 30 menit S:;al :: :::2;2::“ hari ke-7
Mengoreksi surat yang ditujukan !‘e UPTD/KPH yang - Pomeriean lapangan men gl
7 |berkaitan dengan pemeriksaan dilapangan A apangan
o Surat Pelaksanaan Keg Strat Pelaksanaan
- \ i i ike-
Mengoreksi surat yang ditujukan ke UPTD/KPH yang K Pemerkszn lapangm 30 menit Keg: Pemeriksan hari ke-7
8 |berkeitan dengan pemeriksaan diapangan - oangm
) UaetPekemamtog | o S::at E:Lt?k:::n hari ke-7
Mengoreksi dan memaraf surat yang akan Pemeriksan lapangan - gl
S ditandatangani Kepala Dinas apangan
o SwtPoklaminig | a S:;at szfé:ﬁ:" hari ke-7
Mengoreksi dan menanda tangani surat yang Pemeriksan lapangan L 9{ -
10 ditujukan ke UPTD/KPH | N apengen .
- Siiiemanty |0 S g::::::::n hari ke-7
Penomoran dan pembubuhan stempel terhadap Pemeriksan lapangan m 51
L Surat yang akan ditujukan ke UPTD/KPH apangan
Surat Pelaksanaan
SF‘,‘;:;?“RS&F:*’:: X9 | ELESAI|  Keg Pemerksen ari ke-3
12 |Berupa surat ke UPTD/KPH e lapangan
———— S +<“ ]

fn. Lampiran SOP Analis Pengembangan Hutan (Proses Persetujuan RKT-HTI)




B. SOP Analis Pengembangan Hutan Dalam Proses Persetujuan TPK Antara IUPHHX-HA/HT

Pelaksanaan WPHHK-HA 1 Mutir Baku
i Umum. Keterangan
No. Uraian Kegiatan Kepala Analis Hesil | Dines| A4 HT IRE Keloagkapan Waktu
Bidang | P2 Seksi) ™ ian retaris |Kopala Seksi ghapa Output
; |Memerintahken kepada Kasie PPKH untuk ?‘:{p":s' ;aSt;:l:aPemohotr;an Smenit | Disposisi + berkas 1 (satu) hari
menindaklanjufi sesuai arahan / disposisi. elengkapan Persayaratan
——— —
Memerintah StaffPelaksana untuk memproses lin | I Disposici + Sirat Permohonan Smenit | Disposisi +berkas 1 (satu) hari
2 +Kelengkapan Persayaratan
TPK Antara
Menataah, memverifikasi berkas psrmohonan Surat Persstiy § fima) hari apabila ads
penetapan TPK Antara IUPHHK-HA/HT serta atau Surat Persetujuan Penetapan 120 Menit :;aeta e TIP:n pengecekan dilapangan,
3 |BAP pengecekan dilapangan lokasi TPK Antara / TPK Antara n n \ ItJ:r: 1 (satu) apabila tdk ads
Surat Pernyataan apabila lokasi sudah perah " pengecekan dilapangan
ditetapkan oleh Dishut Prov. Kaltim 1
N .
Mengoreksi Nota Dinas dan Surat Persetujuan TPK / Surat Persetujuan Penetapan 60 meni S;J.Irat F:rseh#;;n I
4 iAntara {apabila setuju maka diteruskan ke Kabid, dan TPK Antara meni ene;i f:-n (satu) hari
spabila ada koreksi maka kembali ke Staf) \/ ntera
" . t fui TPK . Surat Persatujuan
Mengoreksi Nota Dinas dan Surat Persetujuan Surat Persetujuan Penetapan 30 menit Penatapan TPK 1 hari
5 |Antara (apabila setuju maka diteruskan ke Kabid, dan TPK Antara men ent; t:;n (sat) hari
apebila ada koreksi maka kembali ke Staf) niara
P i Surat Persetujuan ]
6 Mengoreksi dan memaraf surat yeng akan S TPEJEA:LPBMEP&” 30 menit Penetapan TPK 1 (satu) hari
ditandatangani Kepala Dinas a Antara
. Surat Persetujuan
7 [Mengoreksi dan menandatangant surat persetujuan 3 /> Surat Par;;;.l{:::::netapan 0ment | Penetapan TPK 1 (satu) hari
TPK Antara Antara
. Surat Persstujuan
8 Penomoran dan pembubuhan stempel terhadep <\ Surat Per:::ﬁ::;zenetapan 15 menit Penetapan TPK 1 (satu) hari
Surat persetujuan TPK Antara / Antara
) Surat Persetujuan
/\ Surat Persetujuan Penetapan
) | SELESAl Penetapan TPK 1 (satu) hari
9  |Surat Persetujuan TPK Antara IUPHHK-HA/HT \/ TPK Antara Antara
10 [Dokumentasi dam pengarsipan L )

fn. Lampiran SOP Analis Pengembangan Hutan {Proses Persetujuan RKT-HTI)




Apabila persyaralan permohonan persetujuan koridor tidak lengkap, maka tidak akan diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Koridor
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PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINS! KALIMANTAN TIMUR
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN Nama SOP
SEKSI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KAAWASAN HUTAN
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekesistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); [ 1.  Kemampuan mengeti dengan aplikast Microsofl Word dan M. Excel Mengetahui hirarki struktur organisasi
2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1998 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167: Tambahan Lembaran Negara 3888) sebagaimana telah 3. Menguasai imu manajemen hutan
diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 4. Menguasai Bidang limu Pengukuran dan Perpetaan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1888 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 5. Mampu Mengoperaskan Piranti Lunak Sisiem informasi Geografis
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 6 Kemampuan menguasai ketentuan dan perafuran
3 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 lentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4725);
4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5§  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriniahan Daerah;
6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4452),
8  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perfindungan Hutan; Kelengkapan administrasi RKTUPHHK- HT
9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hulan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan [ 1. Surat permohonan pengesahan/penilaian URK TUPHHK-HT yang dilengkapi dengan Buku Usulan RKTUPHHK
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan HT dan Peta Usulan RKTUPHHK-HT
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814),
10 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-Il2008 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2 SuratPernyataan Bebas Tunggakan dibidang Kehutanan dari pitak pemegang IUPHHK-HT
11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-1/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administralif Terhadap Izin Pemanfaatan Hulan, 3. Sural Pernyataan Tidak Melakukan Pembakaran pada Penyiapan Lahan
12 Peraturan Menter Lingkungan Hidup dan K ehutanan Nomor P. 38/Menihk/Setjen/Kum 1/4/2016 tentang Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor 4. Rekapitulasi Inventarisasi Tegakan (LHC) yang ditandatangani oleh GANIS PHPL-TC/GANIS PHPL-
13 Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Klaimantan Timur CANHUT
Keterkaitan Peralatan/periengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Alat fulis kantor
2 SOP Surat Keluar 2 Komputer dengan aplikasi Microsoft Word, Excel & ArcGIS
3 Printer
4 Alal dokumentasi
5. Juknis
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mt Baku
Uraian Prosedur Kabid Perencanaan | Kasi Pemanfaatan Staf i
dan Pemanfaatan | dan Penggunaan | Pelaksana | Sekretaris | Kepala Dinas p:::?:: Kelengkapan Waktu Output i
Hutan Kawasan Hutan Teknis
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Memerintahkan/disposisi surat permohonan ke Kasi Surat Permohonan Disposis dan S Perbustatsn
PPKH untuk diproses dan Kelengkapan 15 Menit | 0o - ;
e berkas erkas enggunaan Koridor
Memeriksa dan mendisposisi surat permohonan ke | tl[ Disposisi, Surat =
Pelaksana Teknis untuk diproses sesuai dengan ’ Permohonan dan 5 menit EiSPOSISI dan
ketentuan yang berlaku ) B e | Kelengkapan Berkas erkas
Memeriksa kelengkapan administrasi dan melakukan Ifl Disposisi, Surat o - i ]
pemeriksaann teknis (peta permohonan, rekap Permohonan dan 15 menit tI))lsposnsi dan
inventarisasi tegakan dan data ukur koridor) - o ] Kelengkapan Berkas erkas
Membuat konsep Tim Personel Pelaksana kegiatan |G HEm )
pemeriksanaan dan pengukuran lapangan  EN ] l Berkas permchonan | 30 menit |Telahaan Staf
" i o
Memeriksa konsep Tim (personel) untuk kegiatan N .
pelaksanaan dan pengukuran lapangan. | :I Berkas Permohonan Zjam | Telaahan Staf
Menadatangani SPT Tim Pemeriksa dan Pengukur Kertas dan berkas _ T
Koridor B B _LE""" ohonan ljam |Konsep SPT
Melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai SPT dan | —
menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas Kehutanan [ le Kertas dan berkas i
(cq. Kabid Perencanaan) berupa laporan yang dilengkapi L1 permohonan jam | Konsep SPT.
dengan Berita Acara dan Peta skala 1 : 25.000. | o
- —_— e o
Disposisi ke Kasi untuk pembuatan SK Persetujuan kertss dan berkas . Surst Parinteh
Pembuatan dan Penggunaan koridor | permohonan jam Tegns
Disposisi ke Staf Pelaksana Teknis untuk membuat f_l SPT dan kelengkapan Data hgsll
konsep SK Persetujuan Pembuatan dan Penggunaan teknis pengukuran 5 hari pemeriksaan dan
Koridor dan pemeriksaan pengukuran di
= ¥ lapangan o N
Pembuatan konsep SK Persetujuan Pembuatan dan B <> Laporan , Berita ; . —
Penggunaan koridor. [ |Acara dan Peta Hasil jam elaahan Staf
. Bl o
Mengoreksi konsep persetujuan pembuatan dan /A | Laporan , Berita |,
penggunaan koridor N < Acara dan Peta Hasil | jam  |Telaahan Staf
P - —_—
Mengoreksi konsep persetujuan pembuatan dan <><_ , Laporan , Berita 5 Konsep SK'dan peta
penggunaan koridor Acara dan Peta Hasil Jam Pe"?:;“«i“a“ |
| 1 o |
Mengoreksi atau menyetujui dengan menandatangi SK [ . SK dan peta : e
dan Peta Perasetujuan Pembuatan dan Penggunaan > g::z:l:a SK, pulpen, 1jam  |persetujuan
Koridor 1 BB 5 . — koridor
Penomoran dan pembubunan cap stempel SK dan Peta Sk don it
Persetujuan Pembuatan dan Penggunaan koridor dan SK dan Peta persetuju/ 1 jam persetujuan
menyerahkan ke Bidang Perencanaan , =Sl i
i i |SK dan peta T
Menerima SK dan Peta Koridor dari Sekretaris dan _ p
mendistribusikan sesuai peruntukannya SK dan Peta persetuju/ 1 Jam I;:eris;tujuan
i oridor
i SK dan peta =
ksi p
Menerima SK dan Peta Koridor dari Penatausahaan Se é il Popseis]  Lin |pae
— 8 ridor
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GAJ TEKNIS TERHADAP 1ZIN USAHA
R AN KAYLIZIN PERLUASAN IZIN USAHA,
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN i _ SYEABRIK KAPASITAS PRODUKSI 2000 M3 S-D KURANG
DARI®: UN DAN IUIPHHBK SKALA MENENGAH DAN BESAR
SEKS| PENGOLAHAN HASIL HUTAN, PEMASARAN DAN PNBP
Kualifikasi
re— ualifikasi pelaksana

1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . ‘

3 th‘}ﬂm:: Penrgﬁntah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5056); -

4 P:zaturan Pemerintah nomor : 6 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan
Hutan,sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008. -

5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-1/2012 Tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Indusm'Hasﬂ. Hutan

6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk -Il/2015 Tentang Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu -

7 Peraturan Menteri Pndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Peyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah N ‘ S ‘

8 Perma‘tZZn Gubemur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

1. Pendidikan Minimal SMA/D3

3. Memahami Peraturan Perundang-undangan

2. Memahami Struktural Organisasi Pemerintah Provini Kalimantan Timur

Keterkaitan Pﬂl’lllhnlperfenah_apnn
1. SOP Surat Masuk ; . ATK
2 SOP Surat Keluar . K?'T‘PUW’LBP'OP
3. Printer
4 Buku Peraturan Perundang-undangan
= Pencatatan dan pendataan
Pmﬂmgkapan o Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kabid yyp | Pelaksana
Perencanaan I;::i ll:N;IP Seksi PHHP Kelengkapan Waktu Output Ket.
dan PH dan PNBP
naskah dinas SOP Proses Pemberian Pertimbangan Teknis
1 Menugaskan Kasi PHHP dan PNBP untuk membuat CD masuk/memo/ 10 ) o Terhadap izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
" |konsep Pertimbangan Teknis disposisi/rencana menit disposisi Kayu, Izin perluasan Izin Usaha, Pemindahan lokasi
kegiatan pabrik kapasitas produksi 2.000 M3 s.d kurang dari
kah di 6.000 M3 Pertahun dan IUIPHHBK skala Menengah
Menyusun pointer konsep Surat Pertimbangan Teknis !_I nas ]f e konsep Surat dan Besar
2. |dan menugaskan Pelaksana Seksi PHHP dan PNBP | | dir:;::isi/;nem(]/ 15 menit | Pertimbangan
; ; rencana
untuk menyusun dan mengetik konsep naskah dinas. o Teknis
Menyusun dan mengetik konsep Surat Pertimbangan K
3 Teknis yang telah disusun oleh Kasi PHHP dan PNEP, {2 h 0n§e|; Surat _ konsep Surat
* |kemudian menyampaikan kepada Kasi PHHP dan PNBP er?f'mk argan 180 menit | Pertimbangan
untuk dikoreksi. elnis Teknis
Mempelajari dan mengoreksi konsep Surat
Pertimbangan Teknis. Jika setuju, menyerahkan kepada konsep Surat konsep Surat
4. |Kabid Perencanaan dan PH untuk dikoreksi. Jika tidak Pertimbangan 15 menit | Pertimbangan
setuju, mengembalikan kepada Pelaksana Seksi PHHP Teknis Teknis
dan PNBP untuk diperbaiki.
Mempelajari dan mengoreksi konsep Surat
Pertimbangan Teknis. Jika setuju, menyerahkan kepada ) k S
5 |KasiPHHP dan PNBP untuk memproses < b °“_Sell’) urat _ konsep Surat
" | penandatanganan konsep Surat Pertimbangan Teknis. ertT:.mk angan 10 menit | Pertimbangan
Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Kasi PHHP dan eknis Teknis
PNBP untuk diperbaiki.
Menyampaikan konsep konsep Surat Pertimbangan L__I konsep Surat konsep Surat
6. |Teknis kepada Pelaksana Seksi PHHP dan PNBP untuk l [ Pertimbangan 5 menit | Pertimbangan
memproses penandatanganan. Teknis Teknis
Menyampaikan konsep konsep Surat Pertimbangan k g
5 |Teknis kepada Sekretariat untuk memproses (j . on.se;l: urat ’ konsep Surat
* | penandatanganan dan menyampaikan surat kepada ertimbangan 5 menit | Pertimbangan
Teknis Telnis

alamat tujuan surat.




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINS! KALIMANTAN TIMUR

BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

Nomor SOP 0009.3.3/ 40| /DK-1I2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efektif 1 Januapi 2026
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Nama SOP

S KERD N z
R¥Pelunasan Hewajiban luran Kehutanan

SEKSI PENGOLAHAN HASIL HUTAN, PEMASARAN DAN PNBEP

Kualifikasi pelaksana

Dasar Hukum

1,
Peraturan Gubemur Kaltim Nomer 63 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

2. Peraturan Gubemur Kaltim Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur

1. Mampu menelaah naskah dinas
2. Mampu mengonsep naskah dinas
3. Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1, Kc?mputer
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar 2. Printer
3. ATK
Pencatatan dan pendataan

Peringatan _— :
1. Apabila proses tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan mempengaruhi kegiatan lainnya.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
: Kabid ; :
Uraian Kegiatan Kasi PHHP | Pelaksana Seksi Ket.
No o Perencanaan | o o\bo |pHip danpNgp|  Kelengkapan Waktu Output
dan PH
naskah dinas SOP Surat Keterangan
Menugaskan Kasi PHHP dan PNBP untuk membuat masuk,/memo/ ) ) o Pelunasan Kewajiban
" s - 10 menit disposisi
1. |konsep Surat Keterangan Lunas Kewajiban [uran disposisi/rencana luran Kehutanan
Kehutanan kegiatan
Menyusun pointer konsep Surat Keterangan Lunas naskah dinas konsep Surat
Kewajiban Iuran Kehutanan dan menugaskan Pelaksana masuk/memo/ 15 menit Keterangan Lunas
2. Seksi PHHP dan PNBP untuk menyusun dan mengetik d!sposm!/rencana Kewajiban Iuran
konsep naskah dinas. kegiatan Kehutanan
H konsep Surat
Menyusun dan mengetik konsep Surat Keterangan Lunas lﬂ; Keter.a‘r'lgan Lunas konsep Surat
Kewajiban luran Kehutanan yang telah disusun oleh Kasi Kewajiban luran 180 menit Ketera.r-lgan Lunas
3 PHHP dan PNBP, kemudian menyampaikan kepada Kasi Kehut.anan, LHP dan Kewajiban luran
PHHP dan PNBP untuk dikoreksi. Bukti Pembayaran Kehutanan
luran Kehutanan
Mempelajari dan mengoreksi konsep Surat Keterangan k konsep Surat konsep Surat
Lunas Kewajiban luran Kehutanan. Jika setuju, Keterangan Lunas : Keterangan Lunas
4. |menyerahkan kepada Kabid Perencanaan dan PH untuk Kewajiban luran 15 menit Kewajiban Iuran
dikoreksi. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Kehutanan Kehutanan
Pelaksana Seksi PHHP dan PNBP untuk diperbaiki.
Mempelajari dan mengoreksi konsep Surat Keterangan
Lunas Kewajiban luran Kehutanan. Jika setuju, konsep Surat konsep Surat
menyerahkan kepada Kasi PHHP dan PNBP untuk Keterangan Lunas ) Keterangan Lunas
5. |memproses penandatanganan Surat Keterangan Lunas Kewajiban Iuran 10'menit Kewajiban Iuran
Kewajiban luran Kehutanan dinas. Jika tidak setuju, Kehutanan Kehutanan
mengembalikan kepada Kasi PHHP dan PNBP untuk
diperbaiki.
konsep Surat konsep Surat
Menyampaikan konsep Surat Keterangan Lunas E'—-l Keterangan Lunas : Keterangan Lunas
6. |Kewajiban luran Kehutanan kepada Pelaksana Seksi Kewajiban luran S Bk Kewajiban luran
PHHP dan PNBP untuk memproses penandatanganan. Kehutanan Kehutanan
Menyampaikan konsep Surat Keterangan Lunas konsep Surat konsep Surat
; |Kewajiban luran Kehutanan kepada Sekretariat untuk é Keterangan Lunas T~ Keterangan Lunas

memproses penandatanganan dan menyampaikan surat

kepada alamat tujuan surat.

Kewajiban Iuran

Kehutanan

Kewajiban [uran
Kehutanan




Nomor SOP 00093.3 5S¢ 0L /DK-I12024

Tanggal Pembuatan Desember 2014

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh 1 AH P Kepala Dinas Kehutanan,

A\
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR By W 3\5 \ |
OVINSI KALIMANTAN TIMUR ! 34 Loko SP.MSi
DINAS KEHUTANAN PR ;‘\ » k i B
vf- s V o P ‘r;.'
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN Nama SOP b in
SEKSI PENGOLAHAN HASIL HUTAN, PEMASARAN DAN PNBP ANTAS 2

Kualifikasi pelaksana

Da?arPl-eh::tl:JTan Gubernur Kaltim Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

2. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi

1. Mampu menelaah naskah dinas
2. Mampu mengonsep naskah dinas
3. Mampu mengoperasikan komputer

Kalimantan Timur
Peralatan/perengkapan
Keterkaitan 1. Komputer
1. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Printer
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar 3. ATK

Pencatatan dan pendataan

Peringatan — :
1 gApabiia proses tidak sesuai dengan wakiu yang telah ditentukan maka akan mempengaruhi kegiatan lainnya.

- Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan s Kabid Kasi PHHP Pel;ll;s;;?i Seksi - G
erencanaan an elengkapan Waktu
dan P P a Output
dan PH il PNBP i
naskah dinas
Menugaskan Kasi PHHP dan PNBP untuk membuat konsep masuk/memo
L naskah dinas. disposisi / 10 menit disposisi SOP Penyusunan )
posisi/rencana Konsep Naskah Dinas
kegiatan
{ i kah dinas
Menyusun pointer konsep naskah dinas dan menugaskan — K
2. |Pelaksana Seksi PHHP dan PNBP untuk menyusun dan | 1| masuk/memo/ 15 menit n:n;aelﬁ
mengetik konsep naskah dinas. disposisi/rencana d.s
kegiatan Inas
Menyusun dan mengetik konsep naskah dinas yang telah
3 disusun oleh Kasi PHHP dan PNBP, kemudian : k . . konsep
" Imenyampaikan kepada Kasi PHHP dan PNBP untuk r onsep naskah dinas 20 menit naskah
dikoreksi. dinas
Mempelajari dan mengoreksi konsep naskah dinas. Jika
setuju, menyerahkan kepada Kabid Perencanaan dan PH _ . konsep
% lantuk dikoreksi. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada X konsep naskah dinas 5 menit naskah
Pelaksana Seksi PHHP dan PNBP untuk diperbaiki. dinas
Mempelajari dan mengoreksi konsep naskah dinas. Jika
setuju, menyerahkan kepada Kasi PHHP dan PNBP untuk konsep
5. |memproses penandatanganan konsep naskah dinas. Jika konsep naskah dinas 5 ifenit il
tidak setuju, mengembalikan kepada Kasi PHHP dan PNBP dinas
untuk diperbaiki.
Menyampaikan konsep naskah dinas kepada Pelaksana | konsep
6. |Seksi PHHP dan PNBP untuk memproses | L'I konsep naskah dinas 5 menit il
penandatanganan. dinas
Menyampaikan konsep naskah dinas kepada Sekretariat Konsep
7. luntuk memproses penandatanganan dan menyampaikan ( ) konsep naskah dinas 5 menit naskah
surat kepada alamat tujuan surat. dinas




Nomor SOP 0009.33/ Y02, /DK-I/2024

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3Juni2024
Tanggal Efektif ,
Disahkan oleh

Nama SOP

SEKSI PENGOLAHAN HASIL HUTAN, PEMASARAN DAN PNBP

Kualifikasi pelaksana

Dasar Hukum — — .
1. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur,

2. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur.

1. Mampu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
2. Mampu menyampaikan pandangan/pendapat/informasi secara lisan dengan baik.
3. Mampu menelaah permasalahan yang dihadapi.

Keterkaita Peralatan/periengkapan
. : 1. K ter/Lapto
1. SOP Persiapan Pelaksanaan Rapat . A?:pu et/Laptop

Pencatatan dan pendataan

Peringatan _ : :
1 iPelaksana yang terlibat dalam rapat harus mampu menyampaikan pandangan/pendapat/informasi secara lisan dengan baik dan

sopan.
2. Sebelum pelaksanaan rapat dimulai, pelaksana harus memeriksa segala hal yang dibutuhkan telah siap.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana

Mutu Baku
3 ; ) : Kabid
No Uraian Kegiatan Kasi PHHP | Pelaksana Seksi [ Kepala |, Ket.
dan PNBP |PHHP dan PNBP| Dinas daﬁ';fa“ Kelengkapan Waktu Output
Menyiapkan bahan kelengkapan pelaksanaan surat/ND undangan, SOP Pelakearas
1 rapat, serta memerintahkan Pelaksana Seksi ( , konsumsi, tempat . - N et n
" |PHHP dan PNBP untuk menyiapkan tempat pelaksanaan, bahan 10 menit disposisi
pelaksanaan rapat. rapat, daftar hadir
Menyiapkan tempat pelaksanaan rapat, bahan, Cj ) . .
% konsumsi dan daftar hadir. disposisi 10 menit laporan
3. |Membagikan bahan rapat. I:j laporan 5 menit | bahan rapat
Y Y
4. |Melaksanakan rapat. I:‘j l I I ] bahan rapat 120 menit pelaksanaan
rapat
- Memerintahkan Kasi PHHP dan PNBP untuk siaks _ . B
" |menyusun laporan hasil rapat (notulen). ( ) P anaan rapat 10 menit disposisi




Nomor SOP 000933/ 404 /DK-/2024

Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3Juni 2024
Tanggal Efektif 1Januari 2025
Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINS| KALIMANTAN TIMUR

BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN Nama SOP

SEKSI PENGOLAHAN HASIL HUTAN, PEMASARAN DAN PNBP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 1. Memahanmi Tata Naskah Dinas
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2. Mampu melskukan koordinasi dengan pihak phak erkai
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Kefentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan| 3. Mampu menyampaikan | ; . . ;
: aporan secara sist i
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. lematis dan jelas kepada pimpinan

Keterkaitan Peralatan/periengkapan
1. SOP Pengajuan Konsep Naskah Dinas 1. Komputer
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar 2. Printer
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. SOP Persiapan Pelaksanaan Rapat harus dilaksanakan dengan baik, agar pada saat pelaksanaan rapat, tidak ada lagil - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
hal-hal yang terlupakan sehingga mengganggu jalannya rapat.

2. Kesiapan pelaksanaan rapat harus dilaporkan secara seksama kepada pimpinan, sebagai bentuk koreksi terhadap
pekerjaan yang dilakukan, sehingga pimpinan dapat mengingatkan apabila terdapat hal-hal yang belum/peru dilakukan.




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Pertle(::a::aan Kasi PHHP | Pelaksana Seksi ‘
dan PH dan PNBP | PHHP dan PNBP Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output -
1 Memerintahkan Kasi PHHP dan PNBP untuk
" |menyiapkan pelaksanaan Rapat. E rencana kegiatan 10 menit disposisi Persiapan
Pelaksanaan Rapat
Memerintahkan Pelaksana Seksi TIPHH dan
2. |PNBP untuk menyiapkan surat-menyurat dan disposisl )
i ’ 5
kelengkapan untuk pelaksanaan rapat. P 15 menit disposisi
3 Menyiapkan surat-menyurat dan kelengkapan Ej surat/ND undangan,
" |untuk pelaksanaan rapat disposisi 240 menit k(])nks“m“- teanat
pelaksanaan, bahan
rapat, daftar hadir
Melaporkan kepada Kasi PHHP dan PNBP ; surat/ND undangarn,
4. |mengenai perkembangan persiapan pelaksanaan 1 I konsumsi, tempat 5 i
rapat. pelaksanaan, bahan | 1> Menit|  laporankesiapan
rapat, daftar hadir
A
5 Melaporkan lebih lanjut persiapan pelaksanaan [ ]
" |rapat kepada Kabid Perencanaan dan PH laporan kesiapan 15 menit laporan kesiapan
‘L‘
6 Melaporkan lebih lanjut persiapan pelaksanaan l
" |rapat kepada Kepala Dinas laporan kesiapan 15 menit laporan kesiapan
Menerima laporan kesiapan pelaksanaan rapat !
- dan memerintahkan Kabid Perencanaan dan PH H I
" |untuk melaksanakan rapat sesuai jadwal yang laporan kesiapan 15 menit disposisi
telah ditentukan.
Memerintahkan Kasi PHHP dan PNBP untuk ‘LI
g menyimpan surat-menyurat dan kelengkapan i |
" |untuk pelaksanaan rapat, serta melaksanakan disposisi 5 menit disposisi
kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
9 Menyimpan surat-menyurat dan kelengkapan ( ) . s'l'lr at/ND undangan,
" |untuk pelaksanaan rapat. disposisi 5 menit Tnl:umsh te:‘iat
pelaksanaan, bahan
rapat, daftar hadir




Nomor SOP 000933/ LY OS5 IDK-112024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

SEKS| PENGOLAHAN HASIL HUTAN, PEMASARAN DAN PNBP

Disahkan oleh | ,;f/”? AH }ffﬂﬁ@ala Dinas Kehutanan,
A0, \
7z
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 7
DINAS KEHUTANAN PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
B S.P., M.Si.
L gle SS=27 N D00031003
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN Nama SOP \ 8 PNBY Kehulanan dengan Walb
2

Kualifikasi pelaksana

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
4, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.71/MenLHK/Setjien/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan,

Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi
Hutan dan luran ljin Usaha Pemanfaatan Hutan

1. Memahami Penalausahaan luran Kehutanan
2. Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelaksanaan Rapat 1. Komputer
2. SOP Pengajuan Konsep Naskah Dinas 5 Printer
3. ATK
Pencatatan dan pendataan

Peringatan
1. Jika Berita Acara dan Kerlas

Kalimantan Timur tidak dapat terlaksana.

Kerja Rekonsiliasi tidak ada, maka penyaluran Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan kepada Provinsi

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Rekonsiliasi dengan Kementerian LHK.

Analis Organisasi dan Tata Laksana Mutu Baku
Perencanaan PNBP Seksi PHHP | Kelengkapan Waktu Output e
dan PH dan PNBP
Memerintahkan Kasi PHHP dan PNBP menyiapkan Undangan SOP Pelaksanaan
1. |Pelaksanaan Rekonsiliasi PNBP Kehutanan dengan CD Rekonsilias, 10 menit | Disposisi |Rekensiliasi PNBP
Waijib Bayar bahan dan g Kehutanan dengan Wajib
daftar hadir Bayar
Memerintahkan Pelaksana Seksi PHHP dan PNBP
2. |menyiapkan tempat dan bahan pelaksanaan | II Disposisi 30 menit Disposisi
rekonsiliasi PNBP P
3 Menyiapkan tempat pelaksanaan rekonsiliasi, ) o Berita Acara
 |bahan dan daftar hadir _:: Disposisi | 3.600 menit | dan Kertas
Kerja
Mempelajari dan mengoreksi Berita Acara dan
Kertas Kerja Rekonsiliasi. Jika setuju, menyerahkan Berita Acara Beri
ta
4. |kepada Kabid Perencanaan dan PH untuk dikoreksi. x dan Kertas | 1.800 menit de;rll KeA:t:[;a
Jika tidak, mengembalikan kepada Pelaksana Seksi Kerja Keria
PHHP dan PNBP untuk diperbaiki. )
Mempelajari dan mengoreksi Berita Acara dan
Kertas Kerja Rekonsiliasi. Jika setuju,
menandatangani Berita Acara dan Kertas Kerja <\ Berita Acara Bewits Koara
5. |Rekonsiliasi serta menyerahkan kepada Kasi PHHP 4l dan Kertas | 1.600 menit | dan Kertas
dan PNBP untuk proses lebih lanjut. Jika tidak Kerja Karks
setuju, mengembalikan kepada Kasi PHHP dan )
PNBP untuk diperbaiki.
Menugaskan Pelaksana Seksi PHHP dan PNBP LI Berita Acara Berita Acara
6. |untuk memberikan nomor Berita Acara | | dan Kertas 300 menit | danReris
- |Rekonsiliasi dan mengarsipkan. Kerja Kerja
Memberikan Nomor Berita Acara Rekonsiliasi,
mengarsipkan, mendistribusikan kepada pihak é Berita Acara Biiiia Assirs
7. |Wajib Bayar dan melakukan upload pada aplikasi SI dan Kertas | 1.200 menit | dan Kertas
PNBP serta merekapitulasi sebagai bahan Kerja Kerja




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINS! KALIMANTAN TIMUR

BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

Nomor SOP 000.9.3.3/ LYOBIDK-11/2024

Tanggal Pembuatan Desember 2014

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif

: 1 Januari 2025
Disahkan oleh Q y LR 0 AL__’_’Ke.paIa Dinas Kehutanan,
’& g uﬁ'\“l"
[ o :
| YD, Istanto,}S.P., M.Si
'\ o S 187508072400031003
Nama SOP \\ o FA-HHBK

SEKS| PENGOLAHAN HASIL HUTAN, PEMASARAN DAN PNBP

TANTAT,

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. PermenLHK No. P. 42/Menlhk-Setjen/2015 jo PermenLHK No. P. 58/MenLHK/Setien/Kum.1/7/2016
tentang Perubahan Atas PermenLHK No. P. 42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang
Berasal Dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi

2. PermenLHK No. P. 43/Menlhk-Setjen/2015 jo PermenLHK No. P. 60/Menl_HK/Setjen/Kum.1/7/2016
tentang Perubahan Atas PermenLHK No. P. 43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal
Dari Hutan Alam

3, PermenLHK No. P. 85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 jo PermenLHK No. P. 48/MenLHK/Setjien/Kum.1/8/2017
tentang Perubahan Atas PermenLHK No. P. 85/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu
Budidaya yang Berasal Dari Hutan Hak

4. PermenLHK No. P. 91/MENHUT-I/2014 jo PermenLHK No. P. 27/MenLHK/Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil
Hutan Bukan Kayu Dari Hutan Negara

1. Pendidikan minimal SKMA / SMK Kehutanan
2. Memahami Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu
3. Mampu berkoordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penomoran Naskah Dinas
2, SOP Pengajuan Konsep Naskah Dinas

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Instrumen Kegiatan
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Apabila Pelayanan Penetapan TPT-KO/T PT-KBITPT-HHBK/TPKRT tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi legalitas
pelaksanaan penatausahaan hasil hutan.

- Data Titik Koordinat
Data Supplay bahan baku




Pelaksana MutuBaku
; Pelaksana
. ta o
No Uraian Kegiatan Kabid PPH Kasi PHHP Seksi PHHP Kt Waktu Y Ket.
dan PNBP
dan PNBP
SOP Penetapan Nomor Seri FA-
1 Mendisposisi Permohonan Penetapan Nomor Seri FA- (:_) SKRKT 10 menit Disposisi HHBK
© |HHBK
A
2 Mendisposisi Permohonan Penetapan Nomor Seri FA- Ep SKRKT 10 menit Disposisi
" |HHBK
A
Menelaah, mengkaji Kelengkapan, dan memproses ll I o R I Draf Penetapan
$ permohonan penetapan nomor seri FA-HHBK Nomor Seri FA-HHBK
; S BAL 3
Mengkoreksi draf penetapan No:jnor SErf EA HbH?]l((. praf Peseti - ) e Bemstaan
4 | memarafdraf penetapan untuk dikoreksi kembali ke Nomor Seri FA-HHBK menit |\ o Seri Vi i
Kabid PPH.
¥
Mengkoreksi draf surat penetapan nonor seri FA- Draf Penetanan _—
5 |HHBK untuk disampaikan kepada Sekretaris untuk C) P 15 menit urat Penetapan

penandatanganan oleh Kadishut Prov. Kaltim.

Nomor Seri FA-HHBK

Nomor Seri FA-HHBK




Nomor SOP 0009.3.3/ LYo X /DK-II2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efektif 1 Januari 2025
Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR | &
DINAS KEHUTANAN PROVINS! KALIMANTAN TIMUR i
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN Nama SOP W e TPT-HHBK & TPRKT
SEKSI PENGOLAHAN HASIL HUTAN, PEMASARAN DAN PNBP Y{fig L AT Z

Kualifikasi pelaksana

Dasar Hukum

1. PermenLHK No. P. 91/MENHUT-I112014 jo PermenLHK No. P. 27/MenLHK/Setien/2015 tentang Penatausahaan Hasil
: Hutan Bukan Kayu Dari Hutan Negara

2. Perdifien Bina Usaha Kehutanan No. P. 15/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan
Kayu yang Berasal Dari Hutan Negara

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami Penatausahaan Hasil Hutan Non Kayu
3. Mampu berkoordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penomoran Naskah Dinas
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa PSDH

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Instrumen Kegiatan

dilaksanakan, hak negara berupa PSDH tidak terpungut.

3. ATK
“ering Pencatatan dan pendataan
P:ﬂnA;:t::Ia Penetapan Nomor Seri FA-HHBK tidak dilaksanakan, maka Pengangkutan hasil hutan bukan kayu tidak dapat - Data HHBK




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kasi pHp |  Pelaksana
Kabid PPH Seksi PHHP | Kelengka el
dan PNB gkapan Waktu 0
- 3 dan PNBP i
1 Mendisposisi Penetapan TPT-KO/TPT-KB/TPT- KeF‘-‘"’ ahgan SOP Penetapan TPT-
" |HHBK dan TPKRT ke Kasi PHHP dan PNBP Dom:j‘lh Badan | 10 menit Disposisi KO/TPT/KB/TPT-
] saha
Mendisposisi Penetapan TPT-KO/TPT-KB/TPT- Keterangan HHBK & TPKRT
2. |HHBK dan TPKRT ke Pelaksana Seksi PHHP dan Domisili, Badan | 30 menit Disposisi
PNBP - Usaha
Menelaah, mengkaji Kelengkapan, dan meninjauan Kelengkapan i
3 |ke lokasi permohonan TPT-KO/TPT-KB/TPT-HHBK L Berkas, dlim 720 menit Lai?::?'n’ ;3 e
dan TPKRT serta memproses permohonan Kertas Kerja KErtajK:rrj]
a
Mengkoreksi draf surat penetapan TPT-KO/TPT- X
KB/TPT-HHBK dan TPKRT, jika setuju, memaraf draf
4 |pemetapan TPT-KO/TPT-KB/TPT-HHBK dan TPKRT — Laporan, Berita Konsep Draf
untuk dikoreksi kembali ke Kabid PPH. Jika Tidak, Acara, dar.1 30 menit | Penetapan TPT,
dikembalian berkas penetapan TPTP ke Pelaksana Kertas Kerja Disposisi
untuk di koreksi kembali
Mengkoreksi draf surat penetapan TPT-KO JTPT- ‘
KB/TPT-HHBK dan TPKRT, jika setuju, memaraf draf Laporan, Berita Konsep Draf
5 |penetapan TPT-KO/TPT-KB/TPT-HHBK dan TPKRT. Acara, dan 30 menit | Peneta ; 'II:?JT
Jika tidak, dikembalikan kembali ke Kasi PHHP dan Risrtas Keriy e
PNBP untuk di koreksi dan ditinjau kembali. 'Sposisi
Kasi PHHP dan PNBP menyerahkan ke Pelaksana Ll
untuk dicetak Final penetapan TPT dan diserahkan | I Konsep Draf Konsep Draf
6 |kepada Sekretaris untuk diparaf dan diproses untuk Penetapan TPT, | 30 menit | Peneta ; {‘;T
ditandatangani penetapan TPT oleh Kadishut Prov. Disposisi Dis pan. o
Kaltim posist
Mencetak Final Penetapan TPT oleh Kadishut Prov. 3 Konsep Finas|
7 |Kaltim dan meyerahkan kepada Sekretariat untuk ( ) Konsep Draf 30 menit | Penetapan TPT

proses penandatanganan oleh Kadishut Prov. Kaltim

Penetapan TPT

Kadishut Prov.
Kaltim




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVPNSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 0009.33/ HYO § /DK-1112024

Tanggal Pembuatan Desember 2014

Tanggal Revisi 3 Juni
Tanggal Efektif AnuariebpP
Disahkan oleh & S&kpata Dinas Kehutanan,

e "

=
Q)

s
oA ‘p\‘ "
>4n.

BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

Nama SOP 2 Tenag{T eknis PHPL-HHBK

SEKSI PENGOLAHAN HASIL HUTAN, PEMASARAN DAN PNBP

Kualifikasi pelaksana

Dasar Hukum . .
1. PermenLHK No. P. 99/MENHUT-I2014 jo PermenLHK No. P. 27/MenLHK/Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil

tan Bukan Kayu Dari Hutan Negara ‘
2 li;‘:rg?r}'en Bina Uysaha Kehutanan No. P. 15/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan

Kayu yang Berasal Dari Hutan Negara

1. Pendidikan minimal SLTA / SKMA / SMK Kehutanan
2. Memahami Penatausahaan Hasil Hutan Non Kayu
3. Berkualifikasi Wasganis-PHPL-HHBK

4. Mampu berkoordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan

Peratatanlperleggkapan

Keterkaitan
1, SOP Penomoran Naskah Dinas
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa PSDH

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Instrumen Kegiatan
3. ATK

Pencatatan dan pendataan

P:ﬂn%:l:;ia Penetapan Wasganis -PHPL-HHBK tidak dilaksanakan, maka Pengukuran dan Pengangkutan hasil hutan bukan kayu tidak

dapat dilaksanakan, hak negara berupa PSDH tidak terpungut.

- Laporan Hasil Produksi - HHBK




Pelaksana Mutu Baku
J Pelaksana Ket.
No RIDAES Beman Kabid PPH ';2’:1' :Egl': SeksiPHHP | Kelengkapan | Waktu Output
dan PNBP
SOP Penetapan Pengawas
STTPL, SIM 10 menit Disposisi Tenaga Teknis PHPL-HHBK

1. |Permohonan Penetapan Wasganis-PHPL-HHBK Wasganis S Isp

Mendisposisi Permohonan Penetapan Wasganis STTPL, S!M 10 mienit Disposisi
2 | PHPL-HHBK Wasganis

=

Menelaah, mengkaji Kelengkapan, dan memproses |—_I S‘TJTEL;E:M 10 menit Disposisi

p permohonan penetapan wasganis PHPL-HHBK asganis
: A

Mengkoreksi draf penetapan Wasganis PHPL-HHBK, Draf Penetapan 30 menit | Draf Penetapan
4 |memaraf draf penetapan untuk dikoreksi kembali ke Wasganis HHBK Wasganis HHBK

Kabid PPH.

. y Surat Penetapan

Mengkoreksi draf surat penetapan wasganis PHPL- ( ) Draf Penetapan 30 menit | Waseanis PHPPL
5 |HHBK untuk disampaikan kepada Sekretaris untuk Wasganis HHBK gHHBK

penandatanganan oleh Kadishut Prov. Kaltim.




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINS| KALIMANTAN TIMUR

BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

Nomor SOP

0009.33/ LY OF IDK-II12024

Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efektif 1Ja P
Disahkan oleh /;’ inas Kehutanan
) q?. i s
-8
o J
=) = 4 o, $.P., M.Si
N4 '
& - 7. 31003
Nama SOP

/ A
Pel i tAngk{an Lelang

SEKSI PENGOLAHAN HASIL HUTAN, PEMASARAN DAN PNBP

i
T

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. PermenLHK No. P. 43Menlhk-Setjen/2015 jo PermenLHK No. P. 60/MenLHK/Setien/Kum. 1/7/2016
{entang Perubahan Atas PermenLHK No. P. 43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang

Berasal Dari Hutan Alam
2 Permenhut No. P. 47/Menhut-11/2009 tentang Perubahan Permenhut No. P.48/Menhut-11/2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan, dan Rampasan.

3, Permenhut No. P. 47/Menhut-11/2008 tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan
Kayu.

4  Permenhut No. P. 54/Menhut-11/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga
Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

1. Pendidikan minimal SLTA / SKMA / SMK Kehutanan

2. Memahami Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu
3. Berkualifikasi Wasganis-PKG / PKB
4. Mampu berkoordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penomoran Naskah Dinas
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa PSDH dan DR

3. ATK

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Instrumen Kegiatan

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Hak negara PSDH dan DR tidak terpungut.

1, Apabila Pelayanan Penerbitan Dokumen SAL tidak dilaksanakan, maka pengangkutan lelang hasil hutan tidak dapat dilaksanakan,

Data Hasil Lelang




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan ; Kasi PHHP | Pelaksana Seksi Ket.
Kabid PPH | 320 PNBP | PHHP dan PNBP fpagapian Waktu Output
Permohonan, KTP
Mendisposisi Permohonan Penerbitan Surat Q— i, SLER) ' SO Ebi ok
. : , RL Bukti Setor | 10 menit Di isi Y nerbitan
1 Angkutan Lelang ( SAL ) ke Kasi PHHP dan PNBP PSDH / DR isposisi Surit AngkutanLelang
Mendisposisi Permohonan Penerbitan Surat Permohonan, KTP,
2. |Angkutan Lelang ( SAL ) ke Pelaksana Seksi PHHP NPWP, RL Bukti Setor | 10 menit Disposisi
dan PNBP PSDH /DR
Menelaah, mengkaji Kelengkapan, dan mengajukan 3 Perinh
Surat Perintah Tugas ke Kasi PHHP dan PNBP untuk P ermohonan, KTP, - Nota Dinas
3 . ; : NPWP, RL Bukti Setor |30 menit
meninjauan ke lokasi pengangkutan lelang hasil PSDH / DR Permoliotan SPT
hutan untuk penerbitan dokumen SAL
4 Mengkoreksi dan Memparaf nota dinas permohonan Nota Dinas Permohonan — Nota Dinas
Surat Perintah Tugas untuk diajukan ke Kabid PPH SPT Fermohonas SOT
fnota d h .
Mengkoreksi dan Memparaf nota dinas permohonan Nota Dinuas Per .
5 |Surat Perintah Tugas untuk diajukan ke Kadishut (_—_) it 30 menit Surta Perintah

Prov. Kaltim untuk ditandatangani SPT

SPT

Tugas




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

Nomor SOP 000933/ HEB 3/DK-11/2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi [ huni 2024

SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Dasar

Huk
L m

1

-

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasl Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3419);

Undang—und:ng Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara 3888) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor 86,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68; T:

11

Republik Indonesia Nomor 4725);

Lembaran Neg:

e e W o

‘1 ‘4 Lo A\ LN
Lo i
Kemampuan men;\ﬁﬁﬁﬁsl Microsoft Word dan M. Excel

Mengetahui hirarki struktur organisasi
M i ilmu ji hutan

Menguasai Bidang [lmu Pengukuran dan Perpetaan

Mampu Mengoperasikan Piranti Lunak Sistem informasi Geografis
Ki puan menguasai }
Wasganis- PHPL CANHUT

dan peraturan

4  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);
5 Undﬂ&lg—undmg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penceg dan Pemb 1 Perusakan hutan;
7  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; {Kelengkapan administrasi RKTUPHHK- HT
9  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Peny Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, 1. Surat per pengesahan/penilaian URKTUPHHK-HT yang.dilengkapl dengan Buku
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Usulan RKTUPHHK- HT dan Peta Usulan RKTUPHHK- HT
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan; % Surat Pernyataan Bebas Tunggakan dibidang Keh dari pihak p g IUPHHK-HT
11  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-11/2008 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Naslonal;
12 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-1I/ 2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Izin Pemanfaatan Hutan; 3 Surat Pernyataan Tidak Melakukan Pembakaran pada Penylapan Lahan
13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Nomor P.30/Menhut-11/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada UPHHK-HTI;
14 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-11/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; 4 Rekapitulasi Inventarisasi Tegakan (LHC) yang ditandatangani oleh GANIS PHPL-
15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.58/MenLHK/Setjen/Kum./2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk- TC/GABISPHPL-CANHUT
Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasll Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/Kum.l/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi,
Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Ekploitasi Hutan dan luran [zin Usaha Pemanfaatan Hutan.
17  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.12/MENLHK-11/2015 tentang Pemb Hutan T: 1 Industri
18 Peraturan Gubernur nomor: 51 Tahun 2012, g Ped Peny Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Alat tulis kantor
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word, Excel & ArcGIS
3. Printer
4. Alat dokumentasi
5. Juknis
Peringatan P dan aan

Apabila persyaratan permohonan RKT UPHHK-HT tidak lengkap, maka tidak akan diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan RKTUPHHK-HT

Disimpan sebagal data elektronik dan manual




Pelaksana

N U Ki . Pemanfataan dan|  Stap st =
0. raian Kegiatan Perencanaan dan P TR Pengelolaan | Kasi PHP& Kepala Penata Usaha | Pemohon/
Pemanfaatan | MBI | s | damtaa | PBP i L il B Kelengkapan Waktu : Keterangan
Hutan Hutan PPKH HTI : R
(PPKH)
Memerintahkan/ mendisposisi surat permohonan Disposisi +
1 |Pengesahan RKT IUPHHK- HTT ke Kasi PPKH untuk ( ) Pe‘::mh 0;:':"' _ SOP Pengesahan
diproses Kelengkapan 15 menit D‘:P"::’ +  |RKTUPHHK-HT
erd
Persayaratan s
Memeriksa, mengoreksi dan memerintahkan/
, |mendisposisikan Surat Permohonan ke Stap Pelaksana Disposisi + Surat
Teknis untuk diproses sesuai dengan peraturan dan | ll Permohonan + % Disposisi +
ketentuan yang berlaku Kelengkapan = Berkas
Persayaratan
Mengoreksi, menelaah kelengkapan berkas permohonan
dan membuat Nota Dinas ke :
T e A - _— N——s
-Seksi Pengelolaan Hutan, Pemasaran dan PNBP ( Untuk | I permohonan | 240 menit | Surat Keputusan
verifikasi Kewajiban PSDH/ DR ) RKT dan peta
Membalas Nota Dinas dan memberikan basil verifikasi S
4 |Pe Usulan Pemohonan dan hasil verifikasi pelunasan
Kewajiban PSDH, DR dan PNT ke Pelaksana teknis untuk T Telaahan staf dan
proses Pengesahan/ Penilaian RKTUPHHK-HT { I l | S;riac:. !:n;p;lumsan
peta
Membuat dan menyampaikan Konsep Nota Dinas telaahan m
Y e, T P m., Ero—— —=
Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan L1 P nPetal 240 menit s‘;{;;ﬁcpumsan
an peta
Mengoreksi telaahan staf dan konsep/draft SK dan peta \ - ]
6 |RKT bila setuju dilanjutkan ke Kabid PPH bila tidak/ ada ( Telaahan staf dan
koreksi dikembalikan ke Stap Teknis Pelaksana Konsep SK RKT dan Peta| 30 menit | SuratKeputusan
RKT dan peta
Mengoreksi telaahan staf dan konsep/ draft SK dan peta
¥ Eﬁk}:::e‘:ha:iaf:nk;ﬁfﬂ;:rzm“sﬁu?:l:if::;:alikan Kousep 8K RKT & Telaahan staf dan
ke Kasi PPKH untuk koreksi/ perbaikan P an Petal 30 menit Su:';'tr I;epumsan
= - g an peta
Memeriksa, mengetahui dan memberikan paraf pada draft I~
8 |SK dan Peta RKT selanjutnya diteruskan / disampaikan ke Surat Keputu
Kepala Dinas o bt RKT |15 menit A
an Peta
Mengoreksi atau menyetujui dengan menandatangani |
9 Surat dan Peta ljin RKT, selanjutnya diteruskan ke I
Sekretaris/ TU untuk penomoran, bila ada koreksi Surat Keputusan RKT 30 Surat Keputusan
dikembalikan ke Kabid PPH untuk koreksi/ Perbaikan dan Peta menit | = ol dan Peta
10 Penomoran, dan pembubuhan cap stempel Surat
Keputusan & Peta RKT dan menyerahkan ke Bidang. } Surat Keputusan RKT 20 Surat Keputusan ]
= = - dan Peta et | RKT dan Peta
Menerima Surat Keputusan dan Peta RKT dari Sekretaris/
11 |TU dan mendistribusikan sesuai peruntukannnya serta [t Surat Keputusan R
arsip/ file seksi. 1 ) da'; Pm“ KT | 50 menit SL:;:' léepu;usnn
an Peta
Menerima Surat Keputusan dan Peta RKT dari | o
12 |Penatausahaan Seksi PPKH dan filekan arsip masing- (j St K RET . . -
urat Keputusan
dan Peta
RKT dan Peta

masing.




Pelaksana

Kehutanan

RKT dan Peta

Mutu Baku
lengla ake Keterangal
No. Uraian Kegiatan Pemohon Sekrararis Kepala Kepala Seksi Pelaksana Teknis Ke b W = o
SOP Pengesahan
i ‘ } Surat Permohonan + ) o RKTUPHHK-HT di
! s mel"ﬁl_‘-ﬂ"_ﬂ Saﬁ;l;;?ﬂzm Kelengkapan Persayaratan Smenit |Disposisi + berkas Peviiis hy: 200
Pengesahan/Penilaian P
Di isi + Surat h
Mendisposisi melalui Sekretaris untuk diteruskan ke L.. :!;23::1 Ekap‘::]’:::;:r:;? S -
z Kepala Bidang agar diproses B
I I Di isi+ S
Mendisposisi ke Kepala Seksi untuk memeriksa Surat :;‘L‘:z‘:; ;a I::tp :::0':::? W Sr——
3 Permohonan yang disampikan oleh Pemohon p ya
| | Telaahan staf dan
Mengoreksi kelengkapan berkas permohonan dan Berkas permohonan 30 menit Surat Keputusan
* mendisposisi ke pelaksana teknis untuk di proses o
Memeriksa kelengkapan administrasi yang diajukan oleh \)
pemohon, melakukan pemeriksaan teknis terhadap buku G N ) ‘;elaath:n stanjl'dan
5 |danpeta usulan RKTUPHHK-HT, membuat konsep telaahan P ” i i;‘;T depu mS:n
staf serta Draft Surat Keputusan terhadap permohonan e
pengesahan/penilaian usulan RKTUPHHK-HT )
: e S Telaahan staf dan
Mengoreksi telaahan staf dan konsep/draft SK dan peta << — " i
) - . RKT dan peta
N Telaahan staf dan
Mengoreksi telaahan staf dan konsep/draft SK dan peta >& Konsep SK RKTdan Peta 15 menit Surat Keputusan
] e RKT dan peta
Menyampaikan telaahan staf dan konsep/draft SK dan peta visii P Somimeoch daeual | o Sl:{:;:‘;:u;:::n
E RKT kepada kepala dinas —
Mengoreksi atau menyetujui dengan menandatangani SR Y ek Fsen Slg;;ﬁzu;::m
9 Surat dan Peta Ijin RKT
Penomoran, dan pembubuhan cap stempel Surat >|| i_ —%{ }_ l__)m it Komiim iR en| Sescarn sL;;;:il:lu;:::n
1 Keputusan & Peta RKT dan menyerahkan ke Bidang. 3 l
Menerima Surat Keputusan dan Peta RKT dari Dinas C)< SYUT SRR [ S Hapamiin
11




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

Nomor SOP 000933 AP IDK2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
| Tanggal Revisi 3 Juni-2024.
Tanggal Efektif anu@n 2025
Disahkan oleh ~74"\Kepala Dinas Kehutanan,
A
S.P. MSi.
31003
Nama SOP RIS PENGGUNRAN KAWASAN HUTAN UNTUK
ANGUNAN DILYAR KEGIATAN KEHUTANAN

SEKS| PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

AY

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

2
3
4

@ o»

10

1"

Undang - undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tanggal 30 September 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Presiden RI Nomor : 97 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Peraturan Pemerintah Rl Nomor : 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.44/Menhut-12012, tanggal 11 Desember 2012, Jo Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.62Menhut-11/2013, tanggal 15 November
2013, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 718/Menhut-l/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Pemerintah Rl Nomor : 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
PeraturanDaerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 01 Tahun 2016 Tanggal 15 Februari 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2016-2036

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/SetjenKum. 1/7/2018 tanggal 13 JuLi 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kewasan Hutan
Instruksi Presiden No.6 Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013, Tentang Penundaan Pemberian lzin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.3588/MenLHK/PSDH/PLA.1/52018 Tanggal 28 Mei 2018, Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian [zin
Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIV)

Peraturan Gubernur nomor : 51 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word
2. Menguasai Bidang limu Pengukuran dan Perpetaan

3. Mampu Mengoperasikan Piranti Lunak Sistem informasi Geografis

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Kertas ad-a3
2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word & ArcGIS
3. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila belum diterbitkan Perimbangan teknis maka akan menghambat penerbitan rekomendasi permohonan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Bidang Perencanaan & Tata Hutan Mutu Baku
Analis
Uraian Kegiatan Kepala | Kepala |Informasidan|Pengadmini- Keterangan
Kadis | Sekretaris| pijong | Seksi |SumberDaya |strasiUmum| ~ Kelengkapan Wiy Output
s Hutan -
Menerima Tembusan Surat Permohonan Pertimbangan Disposisi + Surat SOP Pertimbangan Teknis Penggunaan
Teknis dan Surat Permintaan Pertimbngan Teknis Dari Q Permohonan + 10 meni ispos Kawasan Hutan Untuk Kepentingan
menit Disposisi + berka
DPMPTSP dari Sekretaris dan memerintahkan Kepala Kelengkapan posis orkas Pembangunan Diluar Kegiatan
___|Seksi untuk memproses Persavaratan _|Kehutanan ]
Disposisi + Surat
Memerintahkan Analis untuk melakukan analisa teknis I =l Permohonan + ) o
10 menit Disposisi + berkas
terhadap permohonan Kelengkapan P
- } Persayaratan
Melakukan analisa teknis berupa kelengkapan Surat Permohonan + 5 Hari Analisa Teknis dan Peta
persyaratan dan atau membuat Konsep Surat Jawaban Kelengkapan Serta Surat Bantuan
atas permohonan tersebut untuk pelaksanaan / Persayaratan Tenaga Untuk
peninjauan lapangan dan membentuk Tim terdiri dari \ Peninjauan Lapangan
KPHP, Dinas Kehutanan dan BPKH Wil IV N dan Nota Dinas untuk
SPT. setelah BAP |
Mengoreksi dan memverifikasi Surat Pertimbangan ) Analisa Teknis dan 20 Surat Pertimbangan
menit
Teknis dan Peta serta membubuhkan paraf - .t I Peta Teknis dan Peta
Mengoreksi dan memverifikasi Surat Pertimbangan Surat Pertimbangan 20 meni Surat Pertimbangan
| - menit )
Teknis dan Peta serta membubuhkan paraf — o Teknis dan Peta S Teknis dan Peta
Mengoreksi dan memverifikasi Surat Pertimbangan ‘ j SuratPertimbangan | 20menit | SuratPertimbangan |
Teknis dan Peta serta membubuhkan paraf Teknis dan Peta Teknis dan Peta
Mengoreksi dan memverifikasi serta menandatangani Surat Pertimbangan s Surat Pertimbangan
. menit :
Surat dan Peta Pertimbangan Teknis Teknis dan Peta Teknis dan Peta
Penomoran, dan pembubuhan stempel Surat & Peta ) % ! Surat Pertimbangan io— Surat Pertimbangan
menit i
Pertimbangan Teknis | I R R Teknis dan Peta ___TeknisdanPeta | - )
Pengarsipan dan pengiriman pertimbangan teknis Surat Pertimbangan 30 it Surat Pertimbangan
(surat & Peta) )D Teknis dan Peta ment Teknis dan Peta




Nomor SOP 000.9.3.3/ 385 /DK-II/2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efektf 1 Januani 2025 7 p 11 £ S
Disahkan oleh ;,-’76)@" > -~ Ol,\kpeala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR ?* ]:7
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR *-»? : Istanto }S.P., M Si.
< NiB197508072400031003
Nama SOP Evaluasi | W /
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN N A FYE n\

SEKS| PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang -undang No. 41 Tahun 1998 tentang Kehutanan .

2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/SetjenKum.1/7/2018 tanggal 13 JuLi 2018 Tentang
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan . N N

3 Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan No. P 4/VII-PKH/2014 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Izin Penggunaan

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word
2. Kemampuan menggunakan alat ukur lapangan
3. Kemampuan membaca peta

Kawasan Hutan

Peralatan/perlengkapan

Keterkaitan o en:ﬁ gkapa

1. SOP Surat Keluar ‘ -

2 SOP SuratMasuk 2 anputerdengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer
4 GPS
Pencatatan dan pendataan

Peringatan

Apabila perusahaan yang bersangkutan terlambat menyampaikan perlengkapan administrasi (kewajiban IPPKH), akan menyebabkan
keterlambatan pembuatan BA dan laporan.

Disimpan sebagai data elekironik dan manual




BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN

Mutu Baku
Ne. Uraian Prosedur Kabid | Kasie | AM2NSPENBE | soyretaris | Kepala Dinas|Sekretariat|Kelengkapan Waktu Output Keterangan
o g Dafttar Perusahaan yang Perusahaan yang telah
H yang telah berumur 3-5 tahun g
; |Menginventarisir ljin PPKH yang telah memperoleh IPPKH | 1° Menlt memperoleh IPPKH
1
. ; kan Dafttar Perusahaan yang
Memberikan disposisi kepada pelaksana teknis, perusahaan yang a | . y .
5 |k berdar.:.arkan anggaran yang tersedia dan atau dana pihak ] telah memperoleh IPPKH | 5 menit Disposisi Surat
ketiga (permohon pengembalian, perpanjangan dan pengakhiran ) yang banittuur 3:5 tabun
Surat Penyampaian
Membuat Surat Penyampaian Pelaksanaan Evaluasl. ke per}:sahaan " Surat dan Diposisi 20 menit | pelaksanaan evaluasidan
3 bersangkutan dan Surat Bantuan Tenaga ke Instansi Terkait Surat Bantuan Tenaga
Surat Penyampaian Surat Penyampaian
Mengoreksi Surat Penyampaian Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaksanaan dan Surat | 20 menit | pelaksanaan evaluasidan
' membubuhkan paraf persetujuan Bantuan Tenaga Surat Bantuan Tenaga
. Q 1 Surat Penyampaian Surat Penyampaian
Mengeroksi Surat Penyampaian Pelaksanaan Eva]u.jiSI dan Surat Pelaksanaan dan Surat Smenit | pelaksanaan evaluasi dan
5 Bantuan Tenaga, bila setuju diteruskan ke Sekretaris Bantuan Tenaga Surat Bantuan Tenaga
. E =z Surat Penyampaian Surat Penyampaian
Mengeroksi Surat Penyampaian Pelaksanaan EyaluaSI dan Surat Pelaksanaan dan Surat Smenit | pelaksanaan evaluasi dan
6 |Bantuan Tenaga, bila setuju diteruskan Ke Kadis Bantuan Tenaga Surat Bantuan Tenaga
] P Surat Penyampaian Surat Penyampaian
Memeriksa dan mengoreksi,bila setuju ditanda tangani dan o~ PelaksanaandanSurat | 15menit | pelaksanaan evaluasi dan
7 dikembalikan ke sekretaris/TU Bantuan Tenaga Surat Bantuan Tenaga
£ i
8 |Penomoran dan pemberian setempel dan diserahkan ke pelaksana Surat 1-2 hari Surat
. Mendistribusikan dan memfileKan surat penyampaian pelaksanaan Surat dan Dokumen 5.7 hari Surat dan Dokumen

evaluasi

permohonan

permohonan




Pelaksana Mutu Baku
’ Pelaksana Pengadm Keterangan
No. Uraian Prosedur % Kasie Kabid | Sekretaris | KepalaDinas ey Kelengkapan Waktu Output
Dafttar Perusshasn Perusahaan yang telah
Menginventarisir ijin PPKH yang telah berumur 3-5 tahun yang telah 10 menit memperoleh IPPKH
1 B memperoleh IPPKH
""" - i Dafitar Perusahaan
o : I yang telah . . .
, |Memberikan disposisi kepada pelaksana teknis, perusahaan yang akan memperoleh IPPKH 5 menit Disposisi Surat
dievaluasi berdasarkan anggaran yang tersedia | vaneberumur3zs |
¥ Surat Penyampaian
Membuat Surat Penyampaian Pelaksanaan Evaluasi ke perusahaan O Disposisi Surat 20 menit pelaksanaan evaluasi dan
3 bersangkutan dan Surat Bantuan Tenaga ke Instansi Terkait % Surat Bantuan Tenaga
) v SuratPenyampaian Surat Penyampaian
Mengoreksi Surat Penyampaian Pelaksanaan Evaluasi dan Nota Dinas jika <>, Pelaksanaan dan Surat | 20 menit pelaksanaan evaluasi dan
4 setuju membubuhkan paraf dan meneruskan ke Kepala Bidang 1 o Bantuan Tenaga Surat Bantuan Tenaga
) 4 Surat Penyampaian Surat Penyampaian
Mengoreksi Surat Penyampaian Pelaksanaan Evaluasi dan Nota Dinas jika < Pelaksanaan dan Surat 5 menit pelaksanaan evaluasi dan
3 setuju membubuhkan paraf dan meneruskan ke Sekretaris Bantuan Tenaga Surat Bantuan Tenaga
I__IL‘ Surat Penyampaian Surat Penyampaian
Pelaksanaan dan Surat 5 menit pelaksanaan evaluasi dan
kan ke Kepala Dinas
6 |mengetahui/ membubuhkan paraf dan meneruskan ? Bantuan Tenaga Surat Bantuan Tenaga
w_l Surat Penyampaian Surat Penyampaian
Pelaksanaan dan Surat | 15 menit elaksanaan evaluasi dan
- i luasi dan Nota Dinas I I P
7 |Menandatangani Surat Penyampaian Pelaksanaan Evalu | Bantuan Tenaga Surat Bantuan Tenaga
i 1 Surat Penyampaian ]
Memberi nomor dan stempel selanjutnya menyerahkan ke Pelaksana Pelaksanaan dan Surat | 1-2 hari Surat Perintah Tugas
8 |reknis _BantuanTenaga
Surat Penyampaian
Mengirim Surat Penyampaian Evaluasi ke Perusahaan bersangkutan dan L.I Polaksinaan dan Siirat 5- 7 hari Data A;:lax;glx:ligs::si dan
? Surat bantuan tenaga ke instansi terkait | Bantuan Tenaga
[ Nota Dinas & Surat Jika persyaratan
1 j Usulan nama dari 30 menit Berita Acara administrasi
10 |Membentuk Tim Evaluasi dan Menugaskan Pelaksana )  pisaliee Tl —
) Berita Acara Hasil BA, Laporan dan Surat
Melaksanakan kegiatan evaluasi IPPKH secara administrasi dan evaluasi yang telah 2 hari ’ pen antar
1 pemeriksaan lapangan serta membuat BAP dan Laporan (expose) ) - ditandatangani peng.
Mengoreksi Laporan Hasil Evaluasi IPPKH dan Surat Pengantar jika setuju L_..< > Buku laporan dan surat 20 menit Laporan dan Surat
12 8 kan ke Kepala Bidang_ pengantar pengantar
membubuhkan tandatangan dan meneruskan ke Kepala Bida i . " s s
eksi Laporan Hasil Evaluasi IPPKH dan Surat Pengantar jika setuju L PRTaR. GRT) IR 5 menit poran dan Surat
13 Mengor P Sekretari pengantar pengantar
membubuhkan tandatangan dan meneruskan ke Sekretaris B — -
_ E Buku laporan dan surat = il Laporan dan Surat
14 |mengetahui/ membubuhkan paraf dan meneruskan ke Kepala Dinas pengantar pengantar
E'ﬂ Buku laporan dan surat 1-2 hari Laporan dan Surat
15 |Menandatangi Laporan Hasil Evaluasi dan Surat Pengantar pengantar pengantar
1 - Buku laporan dan surat y Laporan dan Surat
16 Sttt skl Gan el seliniuteys nisipetabin e Rellioung ; L ______pengantar I_E s pengantar —
Teknis ) — = T ~ Buku laperan dan surat 1-2 hari Laporan dan Surat
17 |Pendistribusian Laporan Hasil Evaluasi IPPKH dan File ___Dpengantar pengantar _




Pelaksana Mutu Baku
. Pelaksana Keterangan
Uraian Prosedur Kepala Kepala i i =
No. Bl Sekretaris Bidang Kepala Seks Teknis Kelengkapan Waktu Qutput
" Menelaah dan memverifikasi ijin PPKH yang telah berumur 3-5 tahun { ) Berkas ;;—;yaratan 5 menit | Berkas g:’;yaratan
Memberikan hasil telaahan dan verifikasi untuk diseleksi berdasarkan Berkas :;:;—;yaratan 5menit | Disposisi + berkas
2 anggaran yang tersedia =L o e
\L_l
Membuat Surat Penyampaian Pelaksanaan Evaluasi ke perusahaan | | Disposisi + berkas | 15 menit | Disposisi + berkas
3 bersangkutan
r_‘
Mengoreksi Surat Penyampaian Pelaksanaan Evaluasi dan Disposisi + berkas | 20 menit s;z:(::a;l:{nlg
4 membubuhkan paraf persetujuan o
Mengoreksi Surat Penyampaian Pelaksanaan Evaluasi dan " surat USlg:;; berkas 5 menit surat;s:;l:;yang
5 | membubuhkan paraf persetujuan P
3 .
Mengoreksi Surat Penyampaian Evaluasi dan membubuhkan paraf <> surat Lfsulal'l yang S menit surat usulan yang
6 tujuan diparaf diparaf
perse
A
_ <> suratusulan yang Smenit | S4rat usulan yang
7 |Menandatangani Surat Penyampaian Pelaksanaan Evaluasi diparaf ditandatangani
i dan stempel selanjutnya menyerahkan ke Pelaksana | _Ir suratusulan yang 5menit | S4rat usulan yang
8 rekml.a:ri nomor da P ditandatangani ditandatangani
e nl .......
surat usulan +
suratusulan yang 5 . Hiard 4
9 |Mengirim Surat Penyampaian Evaluasi ke Perusahaan bersangkutan menit erkas yang siap

ditandatangani

dikirim




Nomor SOP 000933/ 31:3}#9!(-“!2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3Juni 2024
Tanggal Efekfif 1 Januari 2025
Disahkan oleh J :’{:&"\T I5‘;":;;»}‘_Ke;:»ara Dinas Kehutanan,
720 -
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINS! KALIMANTAN TIMUR
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN Nama SOP H HON{N IZIN BARU DAN PERLUASAN
SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN iff TR
e Kualifikasi pelaksana -

1.

Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 79/Kpts-11/2001, tanggal 15 Maret 2001 Jo. Nomor : 942/Menhut-1/2013, tanggal 23 Desember
2013, tentang Perubahan Kepmenhut Nomor : 79/Kpts-I1/2001, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan
Timur seluas 14.651.553 Ha.

1. Kemampuan mengetk dengan aplikasi Microsoft Word
2. Menguasai Bidang limu Pengukuren dan Perpetaan
3. Mampu Mengoperasikan Piranti Lunak Sistem informasi Geografis

2 Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.44/Menhut-122012, tanggal 11 Desember 2012, Jo Peraturan Menteri Kehutanan nomor :
P62/Menhut-11/2013, tanggal 15 November 2013, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
3. Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 718/Menhut-I12014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
dan Provinsi Kalimantan Utara
4 Peraluran Pemerintah nomor 8 Tahun 2007, tanggal 8 Januari 2007, jo Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2008, tanggal 4 Februeri
2008 Tentang Tata Hutan den Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
5 Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
6  Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.31/Menhut-II”2014, tanggal 21 Mei 2014, tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja
lzin Usaha Pemantaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, |zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau lzin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi
7 Instruksi Presiden No.6 Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013, Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola
Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK_6982/Menhut-VIVIPSDH/2014, Tanggal 13 November 2014, Tentang Penetapan Peta
Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
dan Areal Penggunaan Lain (Revisi V1)
9 Peraturan Gubemur nomor : 51 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Kertas ad-a0
2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word & AreGIS
3 Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila belum diterbitkan Pertimbangan teknis maka akan menghambat penerbitan rekomendasi permohonan

- Disimpan sebagai data elektronik den manual




Teknis dan Peta

Bidang Perencanaan & Tata Guna Hutan Mutu Baku
Analis Perijinan
Penata Usah anga
Ne: Uraian Kegiatan Kepala | cooionie Ke;:" ";:l;'f IUPHHKdan | “S728 PSana Kelengkapan Waktu Output b
Dinas Pidsng Kawasan IPK e
o Surat Perachonan peechscu i Bared
Kel n it | Disposi u dan
s |nsndiskisssan sirstPumobone Pe engkapa 5 menit | Disposisi + berkas Perluasan IUPHHK-HTI dan
ersayaratan RE
"""" Disposis/ + Surat - ]
Menerima Surat Permohonan Pertimbangan Teknis (__!_—I[ Permotonan + P ;
2 |dari Sekretaris dan memerintahkan Kepala Seksi Kelengkapan mentt| Disposis. + herkas
untuk memproses B - S — DR R o
Memerintahkan Analis untuk melakukan analisa é_ PE;{:]?;E:;:; 15 meit | Disposist + Berkas
4 teknis terhadap permohonan = Parsawvaratan R
Surat Permohonan + Analisa Teknis d
Melakukan analisa teknis dan membuat peta Kelengkapan 16jam | " Isapeeta fis dan
4 pertimbangan teknis I T - ~ Persayaratan
- 15 Surat
Membuat Konsep Surat dan mengoreksi Peta <& Analisa Teknis dan Peta — Pertimbangan
> |pertimbangan Teknis J( Teknis dan Peta
. T Surat
s Surat Pertimb.
Mengoreksi dan memverifikasi Surat dan Peta A’/ u’l‘eknis d;: ;zian mtfllt Pertimbangan
6 | pertimbangan Teknis \\ N Teknis dan Peta
- \ ) Surat
’ Surat Pertimb:
Mengoreksi dan memverifikasi Surat dan Peta > u';:knii d]::! ;:tgaan rni.rSﬁt Pertimbangan
4 Pertimbangan Teknis \\ B Teknis dan Peta
L Mengoreksi dan memverifikasi serta \K Surat Pertimbangan 15 Pe msr;l;i:]gan
8 'r]‘ne;z{ndatangani Surat dan Peta Pertimbangan Teknis din Peta menit Teknisdan Pets
eknis == = I B - - ]
- . Surat
Surat Pertimb o
Penomoran, dan pembubuhan stempel Surat & > T:knis dan ;:gan mclenlt Pertimbangan
% |peta Pertimbangan Teknis i - - - S Teknis dan Peta
— —— Surat )
) Surat Pertimbangan 120
; i timbangan teknis > i
10 I(:‘e“gatl':];afr;;‘a" peneiriman perEEE D Teknis dan Peta menit Pertimbangan
sura e




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

Nomor SOP 0009.33/ 53¢ /DK-I12024
Tanggal Pembuatan Desember 2014

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP

SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

L)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 79/Kpts-11/2001, tanggal 15 Maret 2001 Jo. Nomor ; 942/Menhut-11/2013, tanggal 23 Desember 2013, tentang Perubahan
Kepmenhut Nomor : 79/Kpts-11/2001, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 Ha.

2 Peraturan Menteri Kehutanan nomor - P.44/Menhut-11/2012, tanggal 11 Desember 2012, Jo Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.62/Menhut-1/2013, tanggal 15
November 2013, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

3. Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 718Menhut-112014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan
Utara

4. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2007, tanggal 8 Januari 2007, jo Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2008, tanggal 4 Februari 2008 Tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

5. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

6. Instruksi Presiden No.6 Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013, Tentang Penundaan Pembeian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan
Gambut

7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK 6982/Menhut-VIllPSDH/2014, Tanggal 13 Novernber 2014, Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian
|zin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VII)

8.  Peraturan Gubernur nomor : 51 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

1. Kemampuan mergetik dengan aplikasi Microsoft Word
2. Menguasai Bidang limu Pengukuran dan Perpetaan
3. Mampu Mengopeasikan Piranti Lunak Sistem informasi Geografis

e Peralatan/perlengkapan
1. Kertas ad-a0
2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word & ArcGIS
3. Printer

== - Pencatatan dan pendataan

Apabila belum diterbitkan Nota Dinas maka akan menghambat penerbitan Pertimbangan Teknis IPK

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Bidang Perencanaan & Tata Guna Hutan Mutu Baku
Analis Perizinan
Uraian Prosedur Kepala Kepala Penata Usaha
No. Bic:}ang S;)ksi IUPHHK dan Bidang Kelengkapan| Waktu Output Keterangan
Kawasan [PK
; i Bid SOP Nota Dinas Analisa

1 Menerima Nota Dinas Analisa Kawasan Hutan dari Bidang Q ND+ berkas | 5menit | ND+ berkas Kaw?san Permohonan

s Pertimbangan Teknis Izin

— T — — Pemanfaatan Kayu

Menerima Surat dan memerintahkan Kepala Seksi untuk disposisi | disposisi
2 +ND 15 menit +ND+

proses + berkas

berkas

Memerintahkan Analis untuk melakukan Analisa Teknis Ii_l_l disposisi » . disst:)sisi

g dan membuat Peta Analisa Fungsi Kawasan +ND+ beikis meni +ND+
berkas

4 Menelaah dan membuat Nota Dinas serta Peta Analisa Disposisi i s ;\T(a[‘isa

Fungsi Kawasan +ND+ berkas j eknis +

Peta

Membuat Nota Dinas dan Mengoreksi Peta Analisa Analisa
5 - ‘u;a - ~—— Teknis+ | 15menit| ND+Peta

Fungsi Kawasan X ets

B . e fikasi N Di dan Pet \K 7 - - o
Mengoreksi dan Memverifikasi Nota Dinas dan Peta N _— _
G a
6 Analisa Fungsi Kawasan </ e 15menit| ND+Peta
. . disteibisiican k -

7 Penomoran, Pengarsipan, selanjutnya didistribusikan ke G TN R e

Bidang Produksi dan Hasil Hutan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP

000.9.3.3/ 2680 /DK-112024

Tanggal Pembuatan

Desember 2014

Tanggal Revisi

3 Juni 2024

Tanggal Efektif

1 Januari 2025 —._

Disahkan oleh.

@ \TAH _,:_.-R.’e.“pz;g[)inas Kehutanan,

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | & Vs ‘
s £ .';? : -,;.‘-“. ., M.Si.
1\ A\l MP 197508 31003
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN Nama SOP m&@?’@ M“"’)Zé‘: 7
SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN = ’};:,;‘TZE AN ?j}
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana ) '—M_T_.,. — s
1. Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 79/Kpts-11/2001, tanggal 15 Maret 2001 jo. Nomor : 942/Menhut-11/2013, tanggal 23 | 1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Desember 2013, tentang Perubahan Kepmenhut Nomor : 79/Kpts-11/2001, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan
Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 Ha.

2. Menguasai Bidang llmu Pengukuran dan Perpetaan
3. Mampu Mengoperasikan Piranti Lunak Sistem informasi Geografis

2. Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.44/Menhut-11/2012, tanggal 11 Desember 2012, Jo Peraturan Menteri Kehutanan
nomor : P.62/Menhut-11/2013, tanggal 15 November 2013, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
3. Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 718/Menhut-11/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi
Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
4. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2007, tanggal 8 Januari 2007, jo Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2008, tanggal 4
Februari 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
6. Instruksi Presiden No.6 Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013, Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.6982/Menhut-VII/IPSDH/2014, Tanggal 13 November 2014, Tentang
Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VII)
8. Peraturan Gubernur nomor : 51 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1.  Kertas a4-a0
2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word & ArcGIS
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila belum diterbitkan Klarifikasi Kawasan akan membuat ketidak jelasan status kawasan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Klarifikasi Kawasan Hutan

Bidang Perencanaan & Tata Guna Hutan Mutu Baku
Analis
No. Uraian Prosedur Kepala Kepala | Kepala Penata Usah
: Sekretaris . | Pemantapan s g K
Dinas Kelengkapan Waktu eterangan
i Bidang Seksi gl Bidang gkap a Output
1 Menerima Surat Permohonan Klarifikasi dari
Pemohon Surat+ berkas Smenit | Surats berkas |o0¢ Kiarifikasi
o o - Kawasan Hutan
Menerima Surat Permohonan Klarifikasi dari |
2 |Sekretaris dan memerintahkan analis untuk disposisi +Surat+ 15 men;t | disposisi +Surat+
memproses berkas H berkas
Memerintahkan Analis untuk melakukan analisa o ]
disposisi +Surat i isi
3 teknis terhadap permohonan ? berka sura " | 15 menit dlSposxsnk+Surat+
erkas
Melakukan analisa teknis dan membuat peta ¥ . - : ==
4 AR 8 disposisi +Surat+ . Analisa Teknis +
_‘,‘?Tfkaﬂ kawasaﬂutan ) B \g}? . 4jam Vit
b 4 a B - - —
. Membuat Konsep surat dan mengoreksi Peta b
Klarifikasi Kawasan Hutan ‘\j(’ Analisa Teknis + Peta | 15 menit Surat+Peta
= . - ‘L\ — - B
6 Mengoreksi dan Memverifikasi Surat dan Peta <
Klarifikasi Y Surat+Peta 15 menit Surat+Peta
‘ o ) $ ‘ e - — —_—]
“ Mengoreksi dan Memverifikasi Surat dan Peta s
Klarifikasi \'7\ Surat+Peta 15 menit Surat+Peta
g [Mengoreksidan memverifikasi serta ‘f\ -]
menandatangani Surat dan Peta Klarifikasi </ Surat+Peta 15 menit Surat+Peta
g |Penomoran, dan pembubuhan stempel Surat & ’<> B
Peta Klarifikasi N Surat+Peta 15menit|  Surat+Peta
10 Pengarsipan dan pengiriman Surat & Peta R - ]
Surat+Peta 15 menit Surat+Peta




Bidang Perencanaan & Tata Guna Hutan Mutu Baku
Analis
Uraian Kegiatan Kepala | o oaris Kepala | Kepala | , A Pen;.t: Usaha Kelsngkine Waktu Gutpit Keterangan
Dinas Bidang | Seksi il idang
Surat Permohonan + SOP Permohonan
N P honan Kelengkapan 5 menit Disposisi +berkas |Tukar Menukar
Mendistribusikan Surat Permoho ——— Kawasan Hutan
4‘ ~ Disposisi + Surat o -
Menerima Surat Permohonan Pertimbangan Permohonan + 5 menit Disposisi + berkas
Teknis dari Sekretaris dan memerintahkan Kelengkapan
Kepala Seksi untuk memproses o - Persayaratan . o e
- \ Disposisi + Surat
. bk o -Ll Permohonan + ) Désucdist + Bork
Memerintah_kan Analis untuk melakukan ey bl 15 meit isposisi + Berkas
analisa teknis terhadap permohonan - Pt B N
N N Surat Permohonan +
Melakukan analisa teknis dan membuat peta <:> Kelengkapan 16 jam | Analisa Teknis dan Peta
pertimbangan teknis y Persayaratan
— — - T \K ‘
i = ; ; ; Surat Pertimbangan
Membuat Konsep Surat d_a" mengoreksi g P> Analisa Teknisdan Peta | 15 menit Talils dais Pota
Peta Pertimbangan Teknis \
e ¥ . .
. - g ~ Surat Pertimbangan ; Surat Pertimbangan
Mmgorehal dan vemverifikas Surat dan N~ Teknis dan Peta 1omenit | reknis dan Peta
Peta Pertimbangan Teknis \
L% ; A
: : i i Surat Pertimbangan . Surat Pertimbangan
Mengoreksi dan memverifikasi Surat din ~ Teknis dan Peta 15 it Teknis dan Peta
Peta Pertimbangan Teknis ~
Mengoreksi dan memverifikasi serta ‘_L,\ Surat Pfertimbangan 15 menit Surat Pfertimbangan
menandatangani Surat dan Peta < e Teknis dan Peta Teknis dan Peta
Pertimbangan Teknis | o ) B N N
N buh tempel Surat Pertimbangan 15 tenit Surat Pertimbangan
Penomoran, dan pembubuhan stemp Teknis dan Peta Teknis dan Peta
Surat & Peta Pertimbangan Teknis
. B ;o rtimbangan Surat Pertimbangan T Surat Pertimbangan
Pengarsipan dan pengiriman pertimbang; Teknis dan Peta ent Teknis dan Peta
teknis (surat & Peta)




BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN Mutu Baku
Al‘lﬂlls i i Keter:
No. Uraian Kegiatan Kepala Kepala Penggunaan | Sekretaris | Kepala Dinas UP engadslzi?rl:;'a Is Kelengkapan Waktu Output ol oy
Bidang Seksi mum/ riat
Kawasan
Disposisi + Surat
Menerima Surat Tembusan Permohonan Pe??nsc:i;nai & SOP Pertimbangan
g Pertimbangan Teknis dan Kelengkapan 10 menit Disposisi + berkas Teknis Pinjam Pakai
mex:l;i;st::kan Kepala Seksi untuk Persayaratan Kawasan Hutan
me
Disposisi + Surat
P h
Memerintahkan Analis untuk melakukan ;:;Zggl:’:::n" 20 meit Disposisi + Berkas
2 |analisa teknis terhadap permohonan Persayaratan
isa teknis berupa Surat 14 Hari Analisa Teknis dan Peta serta
3 |Melakukan analisa te t’;s ot riembuat Permchonan + Surat Bantuan Tenagan Untuk
l::lenhg::sz?ai::z}rfl::a p'l nlanjuanan Kelengkapan Peninjauan Lapangan dan Nota
aa
lapangan dan membentuk tim terdiri dari ,} . Persayaratan DIEZ’:‘:::;TJS? Zi;t:ﬂ?; enm::at
Dishut Prov.Kaltim, KPHP dan BPKH Wil ~ el i i Jika e agram
IV (jika memungkinkan) serta membuat 4 admi:istrasi lenpgkay)
Konsep Surat pertimbangan teknis dan P
peta
Mengoreksi dan memverifikasi Surat Analisa Teknis 20 menit Surat Pertimbangan Teknis dan Persyaratan
4 |Pertimbangan Teknis dan Peta serta dan Peta Peta Administrasi Lengkap
membubuhkan paraf
Surat
Mengoreksi dan memverifikasi Surat Pertimu;zngan 20 menit Surat Pertimbangan Teknis dan Persyaratan
5 |Pertimbangan Teknis dan Peta serta Teknis dan Pota Peta Administrasi Lengkap
membubuhkan paraf
Surat ; :
Mengoreksi dan memverifikasi Surat ik Pertimubangan 20 ikt Surat Pertimbangan Teknis dan Persyaratan
6 |Pertimbangan Teknis dan Peta serta J( Teknis dan Peta Peta Administrasi Lengkap
membubuhkan paraf
Surat .
Mengoreksi dan memverifikasi serta Pertir:bangan 20 menit Surat Pertimbangan Teknis dan Persyaratan
7 |menandatangani Surat dan peta Teknis dan Peta Peta Administrasi Lengkap
Pertimbangan Teknis
b, Surat ) X
Penomoran, dan pembubuhan stempel 6 Pertimbangan | 20 menit T Pertlmb;:éan Telanis dam
8 |surat & peta Pertimbangan Teknis Teknis dan Peta
é i Surat Pertimbangan Teknis dan
o |Pensarsipan dan pengiriman LS Pertimbangan | 120 menit &

pertimbangan teknis (surat & Peta)

Teknis dan Peta

Peta




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

Nomor SOP 000933/ %69 /DK-11/2024

Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP

SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Dasar Hukum

SNT7ANTA \
———

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

2 Peraturan Presiden Nomor : 97 Tahun 2014 Tanggaal 15 September 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan;

5  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan

Pemanfaatan Hutan.

7  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.103/Menhut-11/2014 tentang Rencana Kerja Pemanfaatan Hasil
atau Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

8  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-11/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari;

9  Peraturan Gubernur nomor : 51 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

1 Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word dan M. Excel
2 Menguasaiilmu manajemen hutan

3 Menguasai Bidang [lmu Pengukuran dan Perpetaan
4 Kemampuan menguasai ketentuan dan peraturan
5 Memiliki sertifikasi WASGANIS PHPL-CANHUT

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

s SOP Surat Masuk 1. Alat tulis kantor

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word, Excel & ArcGIS
3. Printer
4. Alat dokumentasi
5. Juknis

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila persyaratan permohonan RKT UPHHBK-HA/HT tidak lengkap, maka tidak akan diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan
RKTUPHHBK-HA/HT

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana

Mutu Baku
Seksi Seksi
No. Uraian Kegiatan Kepala | Kepala | Pelaksana | Perencanaan | Pengolahan, Sakrotati Kepala | Administrasi | Pemohon Kete
Bidang | Seksi | Teknis | danTata | Pemasaran S| Dinas | Umum Seksi Kelengkapan Waktu Output
Hutan dan PNBP
Disposisi + Surat SOP Pengesahan
1 |Kepala Bidang mendisposisi agar diproses Permchonan + 5 menit | Disposisi + berkas |RKTUPHHBK-
Kelengkapan Persayaratan HA/HT
_ . Disposisi + Surat
i isi tuk riksa
2 Mendlipos;: ke Kepala Seksi untuk meme I = Permohonan + 15 menit | Disposisi + Berkas
permohonan. Kelengkapan Persayaratan
1. Menelaah, memverifikasi dan mengklarifikasi v
berkas Permohonan Persetujuan RKTUPHHBK- S
HA/RE [__] .| Hasil koreksi Buku
3 |2, Membuat Nota Dinas verifikasi/kesesuian peta Berkas permohonan 240 menit ORKT
URKT dan Nota Dinas keterangan pelunasan PSDH
dan DR
‘ ) Nota Dinas Hasil
Membalas Nota Dinas dan memberikan hasil ﬁj Cj ) ! :
! : ' , ' verifikasi/kesesuian peta Nota Dinas Hasil
4 v;g:k:;l ]:[;;ta URKT dan hasil verifikasi pelunasan URKT dan Hasil keterangan Telahaan
P n pelunasan PSDH dan DR
. Telaahan staf dan
t Keput P tujuan
; Membuat telahaan dan Surat Keputusan Persetuj L Konsep SK RKT dan Peta | 240 menit| Surat Keputusan
RKTUPHHBK-HA/HT.
L RKT dan peta
' Telaahan staf dan
fdan k draft SK dan L
6 Mengoreksi telaahan staf dan konsep/dr /> Konsep SK RKT dan Peta | 15 menit | Surat Keputusan
peta RKT
o RKT dan peta
- Telaahan staf dan
fdan k draft SK dan K
7 Me;g:;rkm telaahan staf dan konsep/ <( Konsep SK RKT dan Peta | 15 menit | Surat Keputusan
pe A RKT dan peta
. Telaahan staf dan
staf dan konsep/draft SK dan
g Metralg:;:‘km telaahan an konsep/ \A/ Konsep SK RKT dan Peta | 15 menit | Surat Keputusan
pe RKT dan peta
s Mengoreksi atau menyetujui dengan menandatangani 1 Surat Keputusan RKT dan 30 menit Surat Keputusan
Surat dan Peta ljin RKT Peta o RKT dan Peta
1o [Pemomoran dan pembubuhan cap stempel Surat B_ Surat Keputusan RKT dan | . . | SuratKeputusan
Keputusan & Peta RKT Peta RKT dan Peta
" Pengarsipan dan penyerahan Surat Keputusan RKT > Surat Keputusan RKT dan 30 menit Surat Keputusan
dan Peta Peta RKT dan Peta
" Menerima Surat Keputusan dan Peta RKT dari Dinas & d) Surat Keputusan RKT dan 15 menit Surat Keputusan
Kehutanan Peta RKT dan Peta




Nomor SOP 0009.3.3/ 2650 /DK-11/2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efektif 1Ja T
Disahkan oleh - ’.i'o
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR //
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : ;
\
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN Nama SOP : {
PE N PERJETUJUAN RKT UPHHK-HA/ RE
SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN ANT pﬁ%//
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1990 jo Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. 1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word
2  Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 2. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Excel
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-11/2014 Tanggal 22 Juni 2014 tentang Inventarisasi Hutan menyeluruh
Berkala Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam
5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-11/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan
Alam.
6  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 66/Menhut-11/2014 Tanggal 12 September 2014 tentang Inventarisasi Hutan Berkala Dan
Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem
7  Peraturan Gubernur nomor : 51 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
8  Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.2/VI-BUHA/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Pedoman
Penyusunan, Penilaian, Persetujuan dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Dalam Hutan Alam.
Keterkaitan Peralata:ﬂpe@gkapan
1. SOP Persetujan RKTUPHHK-HA/RE 1. Alat TulisKantor
2. Surat Penyampaian Realisasi Kegiatan RKTUPHHK-HA/RE dari lUPHHK-HA/RE 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word & Microsoft Excel
3. Printer
4. Buku Agenda
5. Lembar Disposisi
Peringatan Pencatatan dan pendataan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Mutu Baku

Kepala Seksi
Kepala Bidang Peinsantaatan &
Uraian Kegiatan Perencanaan & Pelaksana ; Kepala [Administrasi Keterangan
Pemanfaatan Pelgg‘gunaan Teknis Sekretaris| . o Umum Seksi Kelengkapan Waktu Output
Hyen Hutan
RKTUPHHK-HA/RE
Hasil Persetujuan RKTUPHHK-HA/RE, Laporan " ! HA/ - SOP Laporan
? " 3 ersetujuan Dinas Prov . D15p05|51 + Perkembangan
realisasi kegiatan RKTUPHHK-HA dan Keltt Bkt |
Persetujuan RKTUPHHK-HA Self Approval altim, Laporan + Buku berkas Persetujuan RKT
e — S , _ danPeta UPHHK-HA/RE
Memerintahkan untuk merekap setiap hasil A \ A—
perstujuan RKTUPHHK-HA/RE, Laporan Disposisi + Berkas —— Disposisi +

Realisasi Kegiatan RKTUPHHK-HA/RE dan berins
RKTUPHHK-HA self approval B

Melaksanakan rekapitulasi perkembangan dan
persetujuan RKTUPHHK-HA/RE dan membuat
surat laporan

Rekapitulasi +

Disposisi + Laporan 45 menit
Surat

Py .y Rekapitulasi + K
i hasil rek dan laporan Disposisi + Laporan 10 menit p
Mengoreksi hasil rekapan da aP o TS ) - | 7 P p $ en Sara
) o . - .| Rekapitulasi +
Membuat surat Laporan Persetujuan Disposisi + Laporan 10 menit Surat
) S . - | Rekapitulasi + o
Persetujuan surat Laporan urat + Lampiran Laporan| 10 menit Surat
> E .
Laporan Perkembangan Persetujuan Surat + Lampiran Laporan| Selesai Surat + Lampiran

RKTUPHHK-HA Laporan




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP

00093.3 L2 O /DK-I112024

Tanggal Pembuatan

Desember 2014

Tanggal Revisi

3 Juni 2024

Tanggal Efektif

1 Januan2025 - *f-‘»-..-,

Disahkan oleh

‘.\"'A” TN Kepala Dinas Kehutanan,

BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

Nama SOP

17 T :
TELA&\@‘ MWGANP
P ff HA LA

A CITRA LANDSAT

SEKS| PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Wdlumt\%’

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 jo Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

2 Undang-undang Republik Indonesia Nomer : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

4  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 97 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.
§  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 28/Menhut-I/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan,

6  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33%/Menhut-I/2014 Tanggal 22 Mei 2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja
Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam.

7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 66/Menhut-|1/2014 Tanggal 12 September 2014 tentang Inventarisasi Hutan Berkala Dan Rencana Kerja Pada
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem

8  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.65/Menhut-I2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.11/Menhut-1/2009
tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.

9  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 718/Menhut-|1/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi
Kalimantan Utara.

10  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P 43/MenLHK-Setjerv2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.

11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.74/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.2/IV-BUHA/2014 Tanggal 18 Juni 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian,
Persetujuan dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam.

3. Menguasai Kartografi

1. Menguasai aplikasi Microsoft Word
2. Menguasai aplikasi Microsoft Excel

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
1, SOP Penilaian Kelengkapan Berkas URKTUPHHK-HA/RE 1. Alat Tulis Kantor
2. SOP Pemeriksaan URKTUPHHK-HA/RE 2. Komputer
3, SOP Verifikasi Peta URK TUPHHK-HA/RE 3. Printer
4. Kalkulator
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila belum diterbitian Persetujuan RKTUPHHK-HA/RE, maka akan menghambat kegiatan Operasional IUPHHK-HA/RE di lapangan.

Berupa Soft Copy (File Data) dan Hard Copy (Print Data).

Fn. SOP Analis Hasil Hutan (Proses Persetujuan RKT)




Pelaksanaan Mutu Baku
Kepala Bidang Kepala Seksi
No. Uraian Kegiatan Perencanaan & | Pemanfaatan & Pelaksana Keterangan
Pemanfaatan Penggunaan Teknis Kelengkapan Waktu Output
Hutan Kawasan Hutan
Permohonan Persetujuan RKTUPHHK- (:) Kelengkapan : e o N SOP Telaah Peta URKTUPHHK-
. HA/RE. \l' Persayaratan TS Isposisi + berkas HA/RE dengan Peta Citra Landsat
S i ; . o - -
Menerima berkas Persetujuan RKTUPHHK- Lr' Disposisi + Kelengkapan ) ) o
2 |HA/RE Persayaratan Smenit [ Disposisi + berkas
I P— — \ - — — N
Menelaah peta Permohonan URKTUPHHK- Disposisi + Kelengkapan . Telaah Hasil
3 HA/RE dengan Peta Citra Landsat Persayaratan Verifikasi
Membuat hasil telaah peta Permohonan |'-J Disposisi + Kelengkapan ) Telaah Hasil
4 |dengan peta Citra Landsat dalam | [ Persayaratan 90 menit S
persetujuan RKTUPHHK-HA/RE N o
Mengoreksi hasil telaah peta Permohonan H j Disposisi + Kelengkapan ) Telaah Hasil
5 |dengan peta Citra Landsat dalam | :SFL e 60 menit s
persetujuan RKTUPHHK-HA/RE.
6 Telaah hasil sebagai bahan dalam |_\ Dispo'l.s)isi + Kelengkapan SESAL Telagh Hasl,il
Persetujuan RKTUPHHK-HA/RE ersayaratan Verifikasi

fn. Lampiran SOP Analis Hasil Hutan (Proses Persetujuan RKT)




Nomor SOP 0009.33/ 5,2 /DK-IF2024
| Tanggal Pembuatan )] ber 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
| Tanggal Efektif 1 Januari 2025 ==
Disahkan oleh T AH B 5= Kepala Dinas Kehutanan
S |
/ %
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR f/ &
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR !r Q sianto l5.P. M.Si
i< 8072800031003
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN Nama SOP A PDAK
SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN N o ENCS NS 7
SCANTAS 7
Dasar Hukum Kualifikesi pelaksana ——

1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1998 jo Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Noror : 87 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomeor : 28/Menhut-11/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomer : P.33Menhut-/1/2014 Tanggal 22 Mei 2014 tentang Inventerisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada |zin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 66/Menhut-1/2014 Tanggal 12 September 2014 tentang Inventarisasi Hutan Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem
Peraturan Menteri Kehutanan Nomer : P.65Menhut-1/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur Dalam

Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomer : 718/Menhut-1/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kewasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setien/ium.1/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungen Hidup dan Kehutanan
Nomor : P.43/MenLHK-Setien/2015 tentang Penatausahaan Hesil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nemor : P.74MenLHK/Setien/Kum. 1/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota
Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungen Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomer : P.2V-BUHA/2014 Tanggal 18 Juni 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian, Persetujuan dan Pelaporan
Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Keyu Dalam Hutan Alam,

o

1. Menguasai aplikasi Microsoft Word
2. Menguasai aplikasi Microsoft Excel
3. Menguasai Kartografi

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

1. SOP Penilaian Kelengkapan Berkas URKTUPHHK(-HA/RE
2. SOP Pemeriksaan Komprehensif URKTUPHHK -HA/RE
3. SOP Verifikasi Peta URKTUPHHK-HA/RE

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer

3. Printer

4. Kalkulator

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila belum diterbitkan Persetujuan RKTUPHHK-HA/RE, maka akan menghambat kegiatan Operasional IUPHHK-HA/RE di lapangan

Berupa Soft Copy (File Data) dan Hard Copy (Print Data).

Fn. SOP Analis Hasil Hutan (Proses Persetujuan RKT)




Pelaksanaan Mutu Baku
Kepala Bidang | Kepala Seksi
No. Uraian Kegiatan Perencanaan & | Pemanfaatan & | Pelaksana Keterangan
Pemanfaatan Penggunaan Teknis Kelenglapan Te rcput
Hutan Kawasan Hutan
1 Permohonan Persetujuan RKTUPHHK- Kelengkapan et Diziosish+ Berkes Telaah Peta URKTUPHHK-HA/RE
HA/RE. @ Persayaratan P Dengan Peta PDAK
2 Menerima berkas Persetujuan RKTUPHHK- | L Disposisi + Kelengkapan 5 menit Disposisi + berkas
HA/RE ,rJ Persayaratan
3 Menelaah peta Permohonan URKTUPHHK- I ' Disposisi + Kelengkapan 2 Hari Telaah Hasil
HA/RE dengan Peta PDAK L Persayaratan Verifikasi
Membuat hasil telaah peta Permohonan 'Jr N :
4 |dengan peta PDAK dalam persetujuan 1s DISPOEISI_ * Ke]etr;gkapan 90 menit T:;tl:;]: :?1]
RKTUPHHK-HA/RE ersayaratan
Mengoreksi hasil telaah peta Perr}lohonan 'J Disposisi + Kelengkapan ' Telaah Hasil
5 [dengan peta PDAKdalam persetujuan - Pe s 60 menit Verifikasi
RKTUPHHK-HA/RE. rsayaratan
6 Telaah hasil sebagai bahan dalam Disposisi + Kelengkapan SELESAI Telaah Hasil
Persetujuan RKTUPHHK-HA/RE Persayaratan Verifikasi

fn. Lampiran SOP Analis Hasil Hutan (Proses Persetujuan RKT)
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PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR Il V7o
DINAS KEHUTANAN PROVINS! KALIMANTAN TIMUR iy %}- ‘
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TE‘M& . AED PETARKU
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN Nama SOP N & KEut
'\-_r".'/’ ‘*-...‘.,_,U-" '\"77
SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN — Af“‘,_,/
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Undang-undang Repubiik Indonesia Nomor - 41 Tahun 1999 jo Nomor - 19 Tahan 2004 tentang Kehutanan, 1. Morgussel eplil MorosoRt Wod
2 Undang-undeng Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 2. Mengussal apliasi Mcrosoft Excal
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor - Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 3. Menguasai Kartografi

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor - 97 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor - 28Menhut-1/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan.

6  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor - P.33Menhut-11/2014 Tanggal 22 Mei 2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada lzin Usaha
Pemanfaatan Hasi Hutan Kayu Dalam Hutan Alam,

7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor - B6Menhut-172014 Tanggal 12 September 2014 tentang Inventarisasi Hutan Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem

8  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.65Menhut-11/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.11Menhut-11/2009 tentang Sistem
Silvikuitur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.

9 Peraturan Menteri Kehutanan Normor - T18Menhut-11/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara,

10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum. 1/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : P.43MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.

11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.74MenLHK/Setjen/Kum. 1/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten / Kota Yang Melaksanekan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahen Bidang K ehutanan.

12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P-2/1V-BUHA2014 Tanggal 18 Juni 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian, Persetujuan dan

Pelaporan Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam.
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

1. SOP Penilaian Kelengkapan Berkas URKTUPHHK-HAVRE 1. AatTuiis Kantor
2. SOP Pemeriksaan URKTUPHHK-HA/RE 2 Komputer
3. SOP Verifikasi Peta URKTUPHHK-HARRE 3 Printer
4 Kaluator
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabi belum diterbitkan Persstujuan RKTUPHHK-HAIRE, meka skan menghambat kegiatan Operasional TUPHFK FARE 3 lapangan - Berupa Soft Copy (File Data) dan Hard Copy (Print Data)

Fn. SOP Analis Hasil Hutan (Proses Persetujuan RKT)




Pelaksanaan Mutu Baku
% Kepala Bidang Kepala Seksi K
0. Uraian Kegiatan eterangan
egi Perencanaan & Pemanfaatan & Pelaksz'ma Kelengkapan Waktu Output
Pemanfaatan Penggunaan Teknis
Hutan Kawasan Hutan
P h . SOP Telaah Peta URKT
1 |, ermohonan Persetujuan RKTUPHHK- Kelenglapan 5menit | Disposisi + berkas |UPHHK-HA/RE dengan Peta
HA/RE. Persayaratan
RKU -
? Menerima berkas Persetujuan RKTUPHHK - [ Disposisi + Kelengkapan Smenit | Disposisi + berkas
HA/RE / Persayaratan
3 [Menelaah peta Permohonan URKTUPHHK- 5 Disposisi+ Kelengkapan | . Telaah Hasil
HA/RE dengan Peta RKU Persayaratan Verifikasi
Membuat hasil telaah peta Permohonan i
i isi h Hasil
4 |dengan peta RKU dalam persetujuan Disposisi + Keletzgkapan 90 menit T‘e;:;ﬁkaa:i'
RKTUPHHK-HA/RE Porsayaratan
Mengoreksi hasil telaah peta Permohonan i;l i
1 i isi Telaah Hasil
5 |dengan peta RKU dalam persetujuan D'Spoi,m § Kelet:gkapan 60 menit \e,:::ﬁkasi
RKTUPHHK-HA/RE, Seapnienn
¢ |Telaah hasil sebagai bahan dalam Disposisi+ Kelengkapan | o poar Telaah Hasil
Persetujuan RKTUPHHK-HA/RE Persayaratan Verifikasi

fn. Lampiran SOP Analis Hasil Hutan (Proses Persetujuan RKT)




PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 0009.3.3 3(HQ /DK-I/2024

Tangga Pembuatan Desember 2014
[ Tanggal Revisi 3 uni 2008 ===

| Tanggal Efektif 1&@@53!—1 Pp

Disahkan cleh VR 3 «_ {Kebala Dinas Kehutanan

BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

Nama SOP

SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang Republk Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 jo Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
2 Undang-undang Republk Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,

1. Menguasai aplikasi Micosoft Word
2. Menguasai aplikasi Micosoft Excel

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan | 3. Menguasai Kartografi
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan,
4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 28Menhut-/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan.
6  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-1/2014 Tanggal 22 Mei 2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada lzin Usaha
Pemanfaaten Hesil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam.
7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 66/Menhut-11/2014 Tanggal 12 September 2014 tentang Inventarisasi Hutan Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem
8  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.65/Menhut-/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. { 1Menhut-11/2009 tentang Sistem Silvikultur Dalam
Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.
9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 718/Menhut-11/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setiervi um. 12016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : P.43/MenLHK-Setien/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.
11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.74/MenLHK/Setjen/K um. 1/2016 tentang Pedoman Nomenkiatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota
Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.2/IV-BUHA/2014 Tanggal 18 Juni 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian, Persetujuan dan Pelaporan
Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam.
| Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
1. SOP Penilaian Kelengkapan Berkas URKTUPHHK-HA/RE 1. Alat Tulis Kantor
2. SOP Pemeriksaan URKTUPHHK-HARE 2.  Komputer
3. SOP Verifikasi Peta URKTUPHHK-HA/RE 3. Printer
4. Kalkulator
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila belum diterbitkan Persetujuan RKTUPHHK-HARE, maka akan menghambat kegiatan Operasional IUPHHK-HA/RE di lapangan.

- Berupa Soft Copy (File Data) dan Hard Copy (Print Data).

Fn. SOP Analis Hesil Hutan (Proses Persetujuan RKT)




Mutu Baku

Pelaksanaan
. Kepala Bidang Kepala Seksi Kete i
0. Uraian Kegiatan SLETang
Bl Perencanaan & | Pemanfaatan & Pe]aks?na Kelengkapan Waktu Output
Pemanfaatan Penggunaan Teknis
Hutan Kawasan Hutan 4 g
Permohonan Persetuj RKTUPHHK- . . . SOP Penilaian Penggunaan
1 HA/RE, e PHHK @ Kelengkapan Persayaratan| 5 menit | Disposisi+ berkas e ]
2 |Menerima berkas rencana penggunaan I - Disposisi + Kelengkapan 5 menit | Disposisi + berkas
peralatan ,r’ Persayaratan
] Menelaah, met;t;;'iﬁkasi dan 1 o ' . o
3 |mengklarifikasi berkas penggunaan j Disposisi + Kelengkapan { Hari Telaah Hasil
peralatan dalam Permohonan Persetujuan | B0 Persayaratan Verifikasi
RKTUPHHK-HA/RE. - I T P S
Membuat hasil verfikasi penggunaan i
3 Disposisi + Kelengkapan . Telaah Hasil
4 |peralatan dalam persetujuan RKTUPHHK- e Persayaratan 30 menit Verifikasi
HA/RE _ S -
Mengoreksi hasil verifikasi penggunaan I_j’ i
. Disposisi + Kelengkapan . Telaah Hasil
5 [peralatan dalam persetujuan RKTUPHHK- 1 I Persayaratan 30 menit Verifikasi
HA/RE. o
¢ |Telaah hasil verifikasi sebagai bahan dalam Ht I Disposisi + Kelengkapan SELESAI Ts'l::i?ﬂz Tiil

Persetujuan RKTUPHHK-HA/RE

Persayaratan




Nomor SOP 0009.33 58S DK-I2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi JJuni2024
Tanggal Efektif 1 Jenuani 2025 = & 13 ;S
Disahkan oleh [‘;;QL\“ - ~T Dinas Kehutanan,
/7 &Y 2 \%
& O
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR f ( a
DINAS KEHUTANAN PROVINS!| KALIMANTAN TIMUR \ ¥ ¢ H.J P MSi
W\ \o &5 197908072040031003
N 2 VN
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN Nama SOP PEW //
Le 4
SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SSNANTAS 7
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana \

1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 jo Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolean Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 97 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 28/Menhut-11/2008 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan.

6  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-I/2014 Tanggal 22 Mei 2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam.

7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 66/Menhut-11/2014 Tanggal 12 September 2014 tentang Inventarisasi Hutan Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem

8  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.65/Menhut-1/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor * P.11/Menhut-11/2009 tentang Sistem
Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.

9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 718/Menhut-I2014 Tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan
Utara.

10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P 60/MenLHK/SetienKum.1/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : P.43Menl HK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.

11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.74/MenLHK/SetienKum.1/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.21IV-BUHA/2014 Tanggal 18 Juni 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian, Persetujuan dan
Pelaporan Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam.

1. Menguasai aplikasi Microsoft Word
2. Menguasai aplikasi Microsoft Excel
3. Menguasai Kartografi

|Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
1. SOP Penilaian Kelengkapan Berkas URKTUPHHK-HA/RE 1. Alat Tulis Kantor
2. SOP Pemeriksaan URKTUPHHK-HA/RE 2. Komputer
3. SOP Verifikasi Peta URKTUPHHK-HA/RE 3. Printer
4. Kalkulator
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila belum diterbitkan Persetujuan RK TUPHHK-HA/RE, maka akan menghambat kegiatan Operasional IUPHHK-HA/RE di lapangan.

- Berupa Soft Copy (File Data) dan Hard Copy (Print Data)

Fn. SOP Pelaksana Teknis (Proses Persetujuan RKT)




Mutu Baku

. 5 i Kepala Bidang Kepala Seksi Seksi Seksi =
0. raian Pemanfaatan & | Pelaksana | Perencanaan | Pengolahan, Administrasi eterangan
Perencanaan kretari: Kelengkapan Waktu Output
PEahtatin ngan Penggunaan Teknis dan Tata Pemasaran e % Umum Seksi T e
Kawasan Hutan Hutan dan PNBP
Kepala Bidang Memerintahkan untuk
1 |menindaklanjuti sesuai arahan / % " ]Suraktapem:)honaﬂ +ta 5menit | Disposisi + berkas ;%;ﬁ;tﬂm'}“
disposisi. — elengkapan Persayaratan
i o - I : Disposisi + Surat
Mendisposisi kepada Kepala Seksi untuk i i
. memproses permohonan Permohonan + Kelengkapan| 5 menit | Disposisi + berkas
Persayaratan
Memerintahkan untuk memproses cLl Disposisi + Surat
3 |RKTUPHHK-HA/RE sesuai ketentuan Permohonan + Kelengkapan| 5 menit | Disposisi+ berkas
yang berlaku. Persayaratan
Memerintahkan untuk menelaah,
memverifikasi dan mengklarifikasi
berkas Permohonan Persetujuan I_J_j E' Disposisi + Surat
4 |RKTUPHHK-HA/RE dan membuat Nota ’j Permohonan + Kelengkapan| 5 menit | Disposisi + berkas
Dinas tentang Penilaian Kelengkapan Persayaratan
dan kewajiban terhadap pembayaran
PSDH dan DR
Menelaah, memverifikasi dan Disposisi + Surat
mengk]e_:rlﬁkam berkas Permohonan y Permohonan + Kelengkapan Nota Dinas + Buku
Persetujuan RKTUPHHK-HA/RE. p— i
5 Persayaratan + Nota Dinas +| 6 Hari RKT + Peta RKT
Membuat Nota Dinas dan Surat Buku RKT + Peta RKT dan SK. dan SK RKT.
Keputusan Persetujuan RKTUPHHK- i\ R;T = '
HA/RE. * |
Disposisi + Surat
Mengoreksi Nota Dinas dan Surat < e Permohonan + Kelengkapan Nota Dinas + Buku
6 |Keputusan Persetujuan RKTUPHHK- ‘,( Persayaratan + Nota Dinas +| 1Hari | RKT +Peta RKT
HA/RE. Buku RKT + Peta RKT dan SK dan SK RKT.
RKT.
Disposisi + Surat
Mengoreksi Nota Dinas dan Surat 4 Permohonan + Kelengkapan Nota Dinas + Buku
7 |Keputusan Persetujuan RKTUPHHK- ~ Persayaratan + Nota Dinas +| 1 Hari RKT + Peta RKT
HA/RE. a Buku RKT + Peta RKT dan SK dan SK RKT.
RKT.
Mengoreksi dan menandatangani Surat Nota Dinas + Buku
8 |Keputusan Persetujuan RKTUPHHK- Surat Kepu]t{u:arl;;mPHHK 30 menit | RKT + Peta RKT
HA/RE. / dan SK RKT.
Penomoran dan pembubuhan stempel Nota Dinas + Buku
9 |terhadap Surat Keputusan Persetujuan —¥ pare KEP“E‘:agngHHK 30 menit | RKT + Peta RKT
RKTUPHHK-HA/RE. =4 / dan SK RKT.
ij N k
10 Pengarsipan dan Penyerahan Surat L| Surat Keputusan RKTUPHHK 30 menit NSEI‘T';;:!‘(]T“
Keputusan RKTUPHHK-HA/ RE dan Peta HA/RE dan SK RKT.
] L Nota Dinas + Buku
11 [SK. Persetujuan RKTUPHHK-HA/R E Surat Keputusan RKTUPHHK) o, peat | RKT + Peta RKT
HA/RE dan SK RKT.

fn. Lampiran SOP Analis Hasil Hutan (Proses Persetujuan RKT)
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Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 2
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Disahkan oleh 4’/ oy ) Dinas Kehul
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ‘Av' )‘ :73 - TMS |
DINAS KEHUTANAN PROVINS! KALIMANTAN TIMUR %\ L5y s s
Nam. SOP NS K m@“‘j@ww LAPORAN TPT]
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN ama \\@ o 4

SEKS| PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1
2
3

Undang-undang Republik Indonesia Nomor - 41 Tahun 1999 jo Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ; P.11/Menhut-11/2009 Tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Sitem Silvikultur Dalam Areal |zin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.65/Menhut-I1/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.11/Menhut-11/2009
tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi. )
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setien/Kum.1/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor - P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor - P.9/VI-BPHA/2009 Tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.

1. Menguasai aplikasi Microsoft Word
2. Menguasai aplikesi Microsoft Excel

Keterkaitan

Peralatan | perlengkapan

1. Leporan Penataan Areal Kerja IUPHHK-HA

2. Laporan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan IUPHHK-HA
3. Laporan Pembukaan Wilayah Hutan

4. Laporan Pemanenan

5. Laporan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan.

6. Laporan Pembebasan Pohon Binaan

7. Laporan Perlindungan dan Pengamanan Huten

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer

3. Printer

4. Kalkulator

Pencatatan dan pendataan

Peringatan
Apabila IUPHHK-HA tidak aktif dalam menyampaikan laporan TPTI, maka akan diberikan teguran.

- Berupa Soft Copy (File Data) dan Hard Copy (Print Data).

Fn. SOP Analis Hasil Hutan (Proses Rekafitulasi Laporan TPT1)




Pelaksanaan Mutu Baku
Kepala Bidang Kepala Seksi Kete :
No. Uraian Kegiatan Perencanaan & Pemanfaatan & eteranga
: i Kel n Waktu Output
Pemanfaatan Penggunaan Pelaksana Teknis| e
Hutan Kawasan Hutan
) SOP Laporan
1 Memerintahkan kepada Kepala Seksi untuk Disposisi + Laporan TPTI | 5 menit Disposisi + berkas Rekapitulasi Laporan
melakukan rekapitulasi laporan TPTI Q TPTI
i = . . I - -
2 Meme_rmtahkan Lfntuk n?emndak]an]utl Disposisi + Laporan TPTI | 5 menit Disposisi + berkas
sesuai arahan / disposisi. - ]
Memerintahkan untuk melakukan ) . . . -
D + Laporan TPTI | 5 menit Disposisi + berkas
3 rekafitulasi Laporan TPTI 1Sposist P
i 7 B A Disposisi + Laporan TPTI
4 [Melaksanakan rekafitulasi Laporan TPTI + Rekafitulasi Laporan | 45 menit | Rekafitulasi Laporan TPTI
~ TPTI I
] : e - B _v ) Disposisi + Laporan TPTI
5 |Menyampaikan hasil verifikasi Laporan TPTI + Rekafitulasi Laporan | 10 menit | Rekafitulasi Laporan TPTI
untuk dikoreksi
L il I . TPTI -
a Disposisi + Laporan TPTI
6 |Menyampaikan data/ file + Rekafitulasi Laporan | SELESAI | Rekafitulasi Laporan TPTI
| — — TPTL e e -
fn. Lampiran SOP Analis Hasil Hutan (Proses Rekafitulasi Laporan TPTI}




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

SEKSI| PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Nomor SOP 0009.33 594 /DK-I2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
| Tanggal Efekif 1 Januari 2025
Disahkan oleh .~ a Dinas Kehutanan,
Istanto, S.P., M.Si.

: 7508072000031003

Nama SOP é_‘%SE ANGKUTAN/ PWH
de o at
<y

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 jo Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 97 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 28/Menhut-11/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan,

6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-11/2014 Tanggal 22 Mei 2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada
1zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam.

T Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 66/Menhut-11/2014 Tanggal 12 September 2014 tentang Inventarisasi Hutan Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem

8  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.65/Menhut-11/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor - P.11/Menhut-11/2009 tentang
Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.

9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 718/Menhut-11/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi

Kalimantan Utara.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/SetienKum. 1/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor : P.43/MenL HK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam,

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.74/MenLHK/Sefien/Kum. 1/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi

dan Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P 2/IV-BUHA/2014 Tanggal 18 Juni 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian, Persetujuan

on

10

11

1. Menguasai aplikasi Microsoft Word
2. Menguasai aplikasi Microsoft Excel
3. Menguasai Kartografi

dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam.

| Keterkaitan

Peralatan | perlengkapan

1. SOP Penilaian Kelengkapan Berkas URK TUPHHK-HA/RE

1. Alat Tulis Kantor

2. SOP Pemeriksaan URK TUPHHK-HA/RE 2. Komputer
3. SOP Verifikasi Peta URKTUPHHK-HA/RE 3. Printer
4. Kalkulator
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila belum diterbitkan Persetujuan RKTUPHHK-HA/RE, maka akan menghambat kegiatan Operasional IUPHHK-HA/RE di lapangan.

Berupa Soft Copy (File Data) dan Hard Copy (Print Data).

Fn. SOP Analis Hasil Hutan (Proses Persetujuan RKT)




Pelaksanaan Mutu Baku
Kepala Bidang Kepala Seksi Keterangan
i Urai
No raian Kegiatan Perencanaan & Pemanfaatan & Pelaksana Teknis Kelengkapan Waktu Output
Pemanfaatan Penggunaan
Hutan Kawasan Hutan
Permohonan Persetujuan RKTUPHHK- Kelengkapan it | Disposisi'+ beikas [°OF ¢ enilaian Trase
1 HA/RE. Q Persayaratan S menit N Jalan Angkutan PWH
— L N -, - M an Fwi -
Menerima berkas rencana penggunaan trase ; i
Kelengkapan . ; ;i
2 [jalan angkutan/ PWH dalam Persetujuan , D ‘SPOIS;::_; a(:aetai P S5menit | Disposisi + berkas
RKTUPHHK-HA/RE Y o {- = - —=]
Menelaah, memverifikasi dan WV .
3 mengklarifikasi berkas penggunaan trase Disposisi + Kelengkapan 2 Hari Telaalh Ha{“l
jalan angkutan/ PWH dalam Permohonan Persayaratan Verifikasi
Persetujuan RKTUPH HK-HA/RE. . S
Membuat hasil verfikasi penggunaan trase N ) o i
Kelengkapan . Telaah Hasil
4 |jalan angkutan/ PWH dalam persetujuan D'SPGSP'::;’ ai:t:i P 30 menit Verifikasi
RKTUPHHK-HA/RE ¥ -
Mengoreksi hasil verifikasi penggunaan trase A 4 ; s i
Kel kapan . Telaah Hasil
5 |jalan angkutan/ PWH dalam persetujuan ]' I DISPO;':;;a a?‘aetr;i ap 30 menit Verifikasi
RKTUPHHK-HA/RE. 4
e e E—— E—— S e — -1 ]
6 Telaah hasil verifikasi sebagai bahan dalam 4 Disposisi + Kelengkapan SELESAI Te]aa_h Has_il
Persetujuan RKTUPHHK-HA/RE Persayaratan Verifikasi

fn. Lampiran SOP Analis Hasil Hutan (Proses Persetujuan RKT)




Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kavu Dalam Hutan Alam,
7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 66Menhut-I/2014 Tanggal 12 September 2014 tentang Inventarisasi Hutan Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem
8  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.65/Menhut-12014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomer : P.11/Menhut-/2009 tentang
Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.
9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 718Menhut-1/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi
Kalimantan Utara.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.74/MenLHK/Setjen/Kum 1/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.2/IV-BUHA/2014 Tanggal 18 Juni 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian,
Persetujuan dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alem.

10

1"

12

Nomor SOP 0009.3.3/ 268 /DK-I12024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3Juni2024 e
Tanggal Efekif Napﬁrr{@w Po N
Disahkan oleh /
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN Nama SOP
u
SEKS| PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN \’4, P ‘/
\—.1-——— .
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 jo Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. 1. Menguasai aplikasi Microsoft Word

2 Undang-undang Republik Indenesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 2. Menguasai aplikasi Microsoft Excel

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan | 3. Menguasai Kartografi

4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 97 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

5  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 28/Menhut-/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan.

6  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-1/2014 Tanggal 22 Mei 2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
1. 80P Penilaian Kelengkapan Berkas URKTUPHHK-HA/RE 1. Alat Tulis Kantor
2. SOP Pemeriksaan URKTUPHHK-HARE 2. Komputer
3. SOP Verifikasi Peta URK TUPHHK-HA/RE 3. Printer
4. Kalkulator
|Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila belum diterbitkan Persetujuan RK TUPHHK-HA/RE, maka akan menghambat kegiatan Operasional IUPHHK-HA/RE di lapangen.

- Berupa Soft Copy (File Data) dan Hard Copy (Print Data).

Fn. SOP Analis Hasil Hutan (Proses Persetujuan RKT)




Pelaksanaan Mutu Baku
Kepala Bidang e A
No. Uraian Kegiatan
- Perencanaan & P;:l:nfa::r:l& Pelaksana Teknis Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pemanfaatan Hutan eeu
Kawasan Hutan
Permohonan Persetujuan RKTUPHHK- Kelengkapan . g i i SOP Penilaian Rencana TPn
1 ’
HA/RE. CD Persayaratan 5menit | Disposisi + berkas TPK & Log Pond
Menerima berkas rencana lokasi TPn, TPK 4 Disposisie Palandi
2 |dan Log Pond dalam Persetujuan P P . Etag s I menit |Disposisi + berkas
RKTUPHHK-HA/RE s
Menelaah, memverifikasi dan 4
3 mengklarifikasi berkas rencana lokasi TPn, Disposisi + Kelengkapan 2 Hari Telaah Hasil
TPK dan Log Pond dalam Permohonan Persayaratan : Verifikasi
Persetujuan RKTUPHHK-HA/RE.
Membuat hasil verfikasi rencana lokasi . . .
4 |TPn, TPK dan Log Pond dalam persetujuan Disposial+ Eslenghapan 30 menit Telath Ha?l]
RKTUPHHK-HA/RE Persayaratan Verifikasi
Mengoreksi hasil verifikasi rencana lokasi . - ;
5 |TPn, TPK dan Log Pond dalam persetujuan Dlspozlz:;ayl:tatr;ikapan 30 menit Ts:;lﬁ.ll: a:;ll
RKTUPHHK-HA/RE.
6 Telaah hasil verifikasi sebagai bahan dalam . Disposisi + Kelengkapan SELESAI Telaah Hasil
Persetujuan RKTUPHHK-HA/RE Persayaratan Verifikasi

fn. Lampiran SOP Analis Hasil Hutan (Proses Persetujuan RKT)




Nomor SOP 0009.33 54(0 DK2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efektif 1 Januari 2025
Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istankp, S.P., M.Si
1« NIP 19750807P000031003
BIDANG PERENCANAAN & PEMANFAATAN HUTAN Nama SOP e A TN N CARLUNE PERLIAN PHHCHE T
SEKSI PERENCANAAN DAN TATA HUTAN N
| Dasar Hukum = Kualifikasi pelaksana

1.

Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.44/Menhut-11/2012, tanggal 11 Desember 2012, Jo Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.62/Menhut-11/2013, tanggal 15
November 2013, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word
2. Menguasai Bidang limu Pengukuran dan Perpetaan

2. Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 718Menhut-1I/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan 3. Mampu Mengoperasikan Piranti Lunak Sistem informasi Geografis
Utara
3. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2007, tanggal 8 Januari 2007, jo Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2008, tanggal 4 Februari 2008 Tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
4. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 01 Tahun 2016, tanggal 15 Februari 2016, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2036
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.9/Menihk-1/2015, tanggal 20 Maret 2015, Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan
Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi
7. Instruksi Presiden No.6 Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013, Tentang Penundaan Pemberian |zin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan
Gambut
8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : $K.6347/MenLHK-PKTLAPSDH/PLA.1/11/2016, Tanggal 21 November 2016, Tentang Penetapan Peta Indikatif
Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi
Xl
9.  Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6685/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2016, Tanggal 21 Desember 2016, tentang Peta Indikatif Arahan
Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak dibebani [zin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan
10.  Peraturan Gubemur nomor : 51 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Kertas ad-a3
2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word & ArcGIS
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila belum diterbitkan Pertimbangan teknis maka akan menghambat penerbitan rekomendasi permohonan I Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Mutu Baku
Kepala Bidang | Kepala Seksi At o
No. Uraian Kegiatan Perencanaan dan | Perencanaan | "¢ o " S Gicigin
Pemanfaatan dan Tata el ya elengkapan Waktu Output
Hutan Hutan

1 Menugaskan Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Disposisi + Surat Permohonan 10 _ B SQP Pertimbangan Teknis

untuk menganalisa Permohonan Pertimbangan Teknis + Kelengkapan Persayaratan Menit Disposisi + berkas |Izin Baru dan Perluasan
B ~ I | IUPHHK-HA, HTIdan RE

Menyusun konsep surat dan menugaskan Analis I

2 Informasi Sumber Daya Hutan untuk menganalisa | j| Disposisi + Surat Permohonin 15 ) N
permohonan, mengetik konsep dan membuat Peta + Kelengkapan Persayaratan menit Disposisi + Berkas
Pertimbangan Teknis ) B o ‘ - -
Melakukan analisa teknis, mengetik konsep surat yang _ ’___ I

3 |telah disusun Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan H; Keli:rai:aper":’h"“a" * 969 Analisa Teknis dan
dan membuat Peta Pertimbangan Teknis B ___Iﬁ gKapan Persayaratan | menit Peta
Mengoreksi Surat dan Peta Pertimbangan Teknis. |ika

4 [setuin menyerahkan kepada Kepala Bidang Perencaaan ) & Konsep Surat Pertimbangan 15 Surat
dan Pemanfaatan Hutan untuk dikoreksi. jika tidak \1\/ Teknis dan Peta Tienit P ertfmhangan
setuju, mengembalikan kepada analis untuk diperbaiki Teknis dan Peta
Mempelajari dan mengoreksi Surat Pertimbangan Teknis V\

5 dan Peta. Jika setuju, menyerahkan kepada kepala Seksi </ Konsep Surat Pertimbangan 15 §urat
untuk proses lebih lanjut jika tidak setuju, Teknis dan Peta rienit Peru.mbangan
mengembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki Teknis dan Peta
Menugaskan Analis Informasi Sumber Daya Hutan untuk| o = o T e

6 mencetak final Surat Pertimbangan Teknis dan Peta, dan I i Konsep Surat Pertimbangan 15 ?urat
menyerahkan kepada Sekretariat untuk proses Teknis dan Peta menit | Fertimbangan

__|penandatanganan - | - R S Teknis T Peta
Mencetak final surat Pertimbangan Teknis dan Peta, dan \ ) Siirat N

K

7 |menyerahkan kepada sekretariat untuk proses ( ) onse']l?'esl:r:iitdzer:gr:t:angan S menit| Pertimbangan

pevandatangasian Teknis dan Peta




PEMERNTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 0009.3.3/ 24 W /DK-li72024

Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efektif 1 Januari 2025
Disahkan oleh

BIDANG PERENCANAAN & PEMANFAATAN HUTAN

Nama SOP

SEKSI PERENCANAAN & TATA HUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.44/Menhut-11/2012, tanggal 11 Desember 2012, Jo Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.62/Menhut-I1/2013,
tanggal 15 November 2013, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word
2. Menguasai Bidang limu Pengukuran dan Perpetaan

2. Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 718/Menhut-11/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi
Kalimantan Utara A
3. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2007, tanggal 8 Januari 2007, jo Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2008, tanggal 4 Februari 2008 Tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
4 Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
5 Instruksi Presiden No.6 Tahun 2017, tanggal 17 Juli 2017 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempumaan Tata Kelola Hutan Alam Primer
dan Lahan Gambut
6. Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 3588/MenHK-PKTL/PLA.1/5/2018, Tanggal 28 Mei 2018, Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan
Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan fawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan den Areal Penggunaan Lain (Revisi
14)
7. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tenang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036
8. Peraturan Gubernur nomor : 51 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur
Keterkaitan Peralataniperiengkapan
1: Kertas a4-a0
2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word & ArcGIS
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila belum diterbitkan Klarifikasi Kawasan akan membuat keficak jelasan status kawasan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Mutu Baku
Kepala
Kepala Bidang i :
No. Uraian Kegiatan Perencanaandan| Soent A:alis': nf(g'masx :
Yookl erencanaa| Sumber Daya Kelengkapan Waktu Output eterangan
Hutan ndan Tata Hutan
Hutan
1 Menugaskan Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Surat Permohonan + SOP Klari )
untuk menganalisa Permohonan Pertimbangan Teknis (? Kelengkapan Persayaratan > menit (Disposisi + berkas Kawa\s:;1 l‘ff]kizl
n Hutan
Menyusun konsep surat dan menugaskan Analis Eb I A R T
2 Informasi Sumber Daya Hutan untuk menganalisa Disposisi + Surat Permohonan + 15
permohonan, mengetik konsep dan membuat Peta Kelengkapan Persayaratan enit Disposisi + berkas
Klarifikasi Hutan
Melakukan analisa teknis, mengetik konsep surat yang Ej D'_“' . - S
3 |telah disusun Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan !5150515' + Surat Permohonan + | 960 | Analis Teknis dan
dan membuat Peta Klarifikasi Hutan elengkapan Persayaratan Menit Peta
Mengoreksi Surat Klarifikasi Hutan dan Peta. Jika setuju, | ] P
4 menyerahkan kepada Kepa]g BidatTg _‘Perer'lcaaan d.jm Konsep surat Klarifikasi Hutan 15 Surat Klarifikasi
Pemanfaatan Hutan untuk dikoreksi. jika tidak setuju, dan Peta menit | Hutan dan Peta
mengembalikan kepada analis untuk diperbaiki
Mempelajari dan mengoreksi Surat Klarifikasi Hutan dan =
5 Peta. Jika setuju, m_enyerahkan Ilclepada lkepala Selfsi Konsep surat Klarifikasi Hutan 15 Surat Klarifikasi
untuk proses lebih lanjut. jika tidak setuju, dan Peta menit | Hutan dan Peta
mengembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki
Menugaskan Analis Informasi Sumber Daya Hutan untuk o 1 ]
6 mencetak final Surat Klarifikasi Hutan dan Peta, dan E-—l Konsep surat Klarifikasi Hutan 15 Surat Klarifikasi
menyerahkan kepada Sekretariat untuk proses dan Peta menit | Hutan dan Peta
penandatanganan
Mencetak final Surat Klarifikasi Hutan dan Peta, dan \ K—i—i_ T N
7 |menyerahkan kepada sekretariat untuk proses ( ) onsep surat Klarifikasi Hutan | 15 Surat Klarifikasi
penandatanganan dan Peta menit | Hutan dan Peta




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 000933/ Y \DK-II12024

Tanggal Pembuatan Desember 2014

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

BIDANG PERENCANAAN & PEMANFAATAN HUTAN

Nama SOP Permohonan Tukar Menukar Kmana*ulan
x

SEKS| PERENCANAAN & TATA HUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 38 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Sungai

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

2. Keputusan Presiden nomor : 32 Tahun 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 2. Menguasai Bidanga limu Pengukuran dan Perpetaan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 38 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Sungai 3. Mampu mengoperasikan piranti lunak Sistem Informasi Geografis
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 10 Tahun 2010, tanggal 22 Januari 2010, Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Fungsi
Kawasan Hutan
5. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2007, tanggal 8 Januari 2007, jo Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2008, tanggal 4 Februari 2008 Tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
6.  Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
7. Instruksi Presiden No.6 Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013, Tentang Penundaan Pemberian |zin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut
8.  Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 718/Menhut-112014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan
Provinsi Kalimantan Utara
9. Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.32/Menhut-1112010, Jo Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.41/Menhut-12012, tanggal 17 Oktober 2012,
tentang Tukar Menukar Kawasan Jo. Nomor : 27/Menhut-1/2014, tangal 13 Mei 2014
10.  Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.44/Menhut-1l/2012, tanggel 11 Desember 2012, Jo Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.62/Menhut-
112013, tanggal 15 November 2013, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
11, SuratKeputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.6347/MenLHK-PKTLIPSDH/PLA 1/11/2016, Tanggal 21 November 2016, Tentang Penetapan Peta
Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal
Penggunaan Lain (Revisi XI)
12.  Peraturan Gubernur nomor : 51 Tahun 2012, fentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
% Kertas a4-a0
2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word & AreGIS
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila belum diterbitkan Pertimbangan teknis maka akan menghambat penerbitan rekomendasi permohonan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Kepala Bidang Kepala Seksi Analis
Perencanaan dan | Perencanaan dan | Pengembangan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pemanfaatan Hutan| Tata Hutan Hutan e
1 Menugaskan Kepala Seksi Perencanaan dan Tata l-.lutan ( ) Disposisi + Surat Permohonan y SOP Permohonan Tukar
untuk menganalisa Permohonan Pertimbangan Teknis + Kelengkapan Persayaratan 10 Menit | Disposisi + berkas |Menukar Kawasan
- B Hutan
Menyusun konsep surat dan menugaskan Analis o T — S
2 Pengembangan Hutan untuk menganalisa permohonan, [ LI Disposisi + Surat Permohonan
mengetik konsep dan membuat Peta Pertimbangan ¥ 15menit | Disposisi + Berkas
Kelengkapan Persayaratan
Teknis o - (.
Melakukan analisa teknis, mengetik konsep surat yang - B B —
3 |telah disusun Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan y S | Surat Permohonan + 960 menit | Aalisa Teknis dan
dan membuat Peta Pertimbangan Teknis Kelengkapan Persayaratan Peta
Mengoreksi Surat dan Peta Pertimbangan Teknis. Jika o | )
4 setuju, menyerahkan kepada Kepala Bidang Perencaaan /K Konsep Surat Pertimbangan Surat
dan Pemanfaatan Hutan untuk dikoreksi. jika tidak setuju, N p 15 menit Pertimbangan
Teknis dan Peta 8
mengembalikan kepada analis untuk diperbaiki Teknis dan Peta
Mempelajari dan mengoreksi Surat Pertimbangan Teknis \ T u .
5 dan Peta. Jika setuju, menyerahkan kepada kepala Seksi Konsep Surat Pertimbangan Surat
untuk proses lebih lanjut. jika tidak setuju, Teknis dan Peta 15 menit Pertimbangan
mengembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki Teknis dan Peta
Menugaskan Analis Pengembangan Hutan untuk| - ] i S (e ]
6 mencetak final Surat Pertimbangan Teknis dan Peta, dan Ei Konsep Surat Pertimbangan Surat
menyerahkan  kepada Sekretariat untuk proses Teknis dan Peta 15 menit Pertimbangan
_ |penandatanganan R (I o o Teknis dan Peta
Mencetak final surat Pertimbangan Teknis dan Peta, dan N ' S i
7 |menyerahkan kepada sekretariat untuk proses Konsep Sur.at Pertimbangan S massit Parid u:;at
i sl i A




Nomor SOP 0009.3.3/ 3} [B/DK-I1/2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efekfif 1 Januari 2025
Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. Joko Is SP. Msi
- P MSi
NIP 1975080¢ 2000031003
BIDANG PERENCANAAN & PEMANFAATAN HUTAN Nama SOP

Permohonan Pertimbangan TeknisUP Perkebunan

SEKSI PERENCANAAN & TATAHUTAN

\

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 38 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Sungai

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

2. Keputusan Presiden nomor : 32 Tahun 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 2. Menguasai Bidangimu Pengukuran dan Perpetaan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 38 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Sungai 3. Mampu mengoperasikan piranti lunak Sistem Informasi Geografis
4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nemor : 10 Tahun 2010, tanggal 22 Januari 2010, Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Fungsi ¥
Kawasan Hutan
5. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2007, tanggal 8 Januari 2007, jo Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2008, tanggal 4 Februari 2008 Tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 01 Tahun 2016, tanggal 15 Februari 2016, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2016-2036
8.  Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 718/Menhut-11/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan
Provinsi Kalimantan Utara
9.  Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.44/Menhut-1/2012, tanggal 11 Desember 2012, Jo Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.62/Menhut-
12013, tanggal 15 November 2013, tentang Pengukuhan Kewasan Hutan
10.  Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016, Tanggal 21 November 2016, Tentang Penetapan Peta
Indikatif Penundaan Pemberian 1zin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal
Penggunaan Lain (Revisi XI)
11.  Peraturan Gubernur nomor : 51 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Kertas ad-a0
2. Komputer dengan apliasi Microsoft Word & ArcGIS
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila belum diterbitkan Pertimbangan teknis maka akan menghambat penerbitan rekomendasi permohonan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Mutu Baku

. ; Kepala Bidang Kepala Seksi Analis
No. Uraian Kegiata
3 e e Perencanaan dan | Perencanaandan | Pengembangan Kelengkapan Waktu Output Netiterun
Pemanfaatan Hutan Tata Hutan Hutan
1 Menugaskan Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan | ’ Permci::ﬁ(;ils: ;;::::ka an 10 Disposisi + berkas 122:: Permo}l('l —_
untuk menganalisa Permohonan Pertimbangan Teknis P Menit P ATt
Persayaratan Hutan
e . : S
Menyusun konsep surat dan menugaskan Analis (___‘ Dispiosisi + Surat
Pengembangan Hutan untuk menganalisa permohonan, 15 . 5%
2 ’ 5 Permohonan + Kelengkapan .. |Disposisi + Berkas
mengetik konsep dan membuat Peta Pertimbangan menit
. Persayaratan
Teknis
Melakukan analisa teknis, mengetik konsep surat yang \ . .
3 |telah disusun Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan —"E: Keli:rT(:PZm;ohonan +ta 960. ¢ Anallsar:[‘ etl;ms dan
dan membuat Peta Pertimbangan Teknis gkapan Fersayaratan | ment €
Mengoreksi Surat dan Peta Pertimbangan Teknis. Jika o
4 setuju, menyerahkan kepada Kepala Bidang Perencaaan Konsep Surat Pertimbangan 15 Perti u;an -
dan Pemanfaatan Hutan untuk dikoreksi. jika tidak \( Teknis dan Peta menit ertimba &
. . ) X e Teknis dan Peta
setuju, mengembalikan kepada analis untuk diperbaiki
Mempelajari dan mengoreksi Surat Pertimbangan Teknis K P—_—
dan Peta. Jika setuju, menyerahkan kepada kepala Seksi < o Konsep Surat Pertimbangan 15 .
5 ; : 2 : : . . Pertimbangan
untuk proses lebih lanjut. jika tidak setuju, Teknis dan Peta menit Tkt it Potii
mengembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki 4
Menugaskan Analis Pengembangan Hutan untuk o
mencetak final Surat Pertimbangan Teknis dan Peta, dan Ij‘ 1 Konsep Surat Pertimbangan 15 .
6 ; . . Pertimbangan
menyerahkan kepada Sekretariat untuk proses Teknis dan Peta menit .
Teknis dan Peta
penandatanganan
Mencetak final surat Pertimbangan Teknis dan Peta, dan . Surat
) Konsep Surat Pertimbangan . .
7 |menyerahkan kepada sekretariat untuk proses . 5 menit | Pertimbangan
Teknis dan Peta .
Teknis dan Peta

penandatanganan




Nomor SOP 0009.3.3/% OK-112024

Tanggal Pembuatan Desember 2014

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINS| KALIMANTAN TIMUR H. Joko Istanto, B.P., M.Si.
NIP 197508072000031003

BIDANG PERENCANAAN & PEMANFAATAN HUTAN Nama SOP Permochonan Pelepasan Kawasan Hutan

SEKSI PERENCANAAN & TATAHUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 38 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Sungai

Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

2. Keputusan Presiden nomor : 32 Tahun 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 2. Menguasai Bidanga llmu Pengukuran dan Perpetaan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomer : 38 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Sungai 3. Mampu mengoperasikan piranti lunak Sistem Informasi Geografis
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 10 Tahun 2010, tanggal 22 Januari 2010, Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Fungsi Kawasan
Hutan
5. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2007, tanggal 8 Januari 2007, jo Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2008, tanggal 4 Februari 2008 Tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
6.  Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 01 Tahun 2016, tanggal 15 Februari 2016, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2016-2036
8. Instruksi Presiden No.6 Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013, Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempumaan Tata Kelola Hutan Alam Primer
dan Lahan Gambut
9. Keputusan Menteri Kehutanan nomer : 718/Menhut-11/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi
Kalimantan Utara
10.  Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.33/Menhut-11/2010, tanggal 29 Juli 2010 jo nomor : P.44/Menhut-1l/2011, tanggal 24 Mei 2011, jo nomor :
P.28/Menhut-12014, tanggal 13 Mei 2014, tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).
11.  Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.44/Menhut-ll/2012, tanggal 11 Desember 2012, Jo Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.62/Menhut-Il/2013,
tanggal 15 November 2013, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
12.  Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.6347/MenLHK-PKTL/PSDH/PLA.1/11/2016, Tanggal 21 November 2018, Tentang Penetapan Peta
Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal
Penggunaan Lain (Revisi XI)
13.  Peraturan Gubernur nomor : 51 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Kertas ad-a0
2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word & ArcGIS
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila belum diterbitkan Pertimbangan teknis maka akan menghambat penerbitan rekomendasi permohonan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Mutu Baku

Kepala Bidang Kepala Seksi Analis
No. Uraian Kegiatan Keteran
g Perencanaan dan | Perencanaan dan Tata | Pengembangan Kelengkapan Waktu Output s
Pemanfaatan Hutan Hutan Hutan
; Disposisi + Surat . .
1 Menugask.an Kepala Seksi Pere'ncanaan dan Ta_ta Hutan untuk ( ) Permohonan + 10 Menit| Disposisi + berkas SOP Pertimbangan Teknis
menganalisa Permohonan Pertimbangan Teknis IUP Perkebunan
Kelengkapan Persayaratan
Menyusun konsep surat dan menugaskan Analis Disposisi + Surat
2 |Pengembangan Hutan untuk menganalisa permohonan, l LI Permohonan + 15 menit| Disposisi + Berkas
mengetik konsep dan membuat Peta Pertimbangan Teknis Kelengkapan Persayaratan
M‘elakukan analisa telfms, mengetik konsep surat yang telah - Surat Permohonan + 960 Analisa Teknis dan
3 |disusun Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan dan 1 Kelenitsiiat Dersawmiatan] asausit Peta
membuat Peta Pertimbangan Teknis ALY
Mengoreksi Surat dan Peta Pemmb:_angan Teknis. Jika setuju, ) K Konisep Surat .
4 menyerahkan kepada Kepala Bidang Perencaaan dan Pertimbangan Teknis dan | 15 menit Surat Pertimbangan
Pemanfaatan Hutan untuk dikoreksi. jika tidak setuju, \( 8 Teknis dan Peta
: . . o Peta
mengembalikan kepada analis untuk diperbaiki
Mempelajari dan mengoreksi Surat Pertimbangan Teknis dan k
: - . Konsep Surat .
5 Peta. Jika setuju, menyerahkan kepada kepala Seksi untuk Portiinbanii ol din |15 wanlt Surat Pertimbangan
proses lebih lanjut. jika tidak setuju, mengembalikan kepada geta Teknis dan Peta
Kepala Seksi untuk diperbaiki
Menugaskan Analis Pengembangan Hutan untuk mencetak Konsep Surat .
6 |final Surat Pertimbangan Teknis dan Peta, dan menyerahkan | ﬁﬁ| Pertimbangan Teknis dan | 15 menit St Pfarbmbangan
. Teknis dan Peta
kepada Sekretariat untuk proses penandatanganan Peta
Mencetak final surat Pertimbangan Teknis dan Peta, dan Konsep Surat :
; : ; .. | Surat Pertimbangan
7 |menyerahkan kepada sekretariat  untuk  proses Pertimbangan Teknis dan | 5menit v
Teknis dan Peta
penandatanganan Peta




Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Mutu Baku

Kepala Bidang

| Kepala Seksi Analis
0. u Ke
N 20 K i g Perencanaan dan | Pengembangan Kelengkapan Waktu Output Ketpsangan
Pemanfaatan
H Tata Hutan Hutan
utan
3 Disposisi + Surat .
L [mion Sl Gt v G, Ty ) (D remahann - Kengiapn| 1% | Diposis +eras 0P Ferbaen Fns
g B Persayaratan awasan Hutan
Menyusun konsep surat dan menugaskan Analis Disposisi + Surat 15
2 |Pengembangan Hutan untuk menganalisa permohonan, I 1 Permohonan + Kelengkapan iaies Disposisi + Berkas
mengetik konsep dan membuat Peta Pertimbangan Teknis Persayaratan
N!elakukan analisa tek-ms. mengetik konsep surat yang telah I'J T — 960 | Analisa Teknis dan
3 |disusun Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan dan L_j Kelenihimsa Porisvirita it Peta
membuat Peta Pertimbangan Teknis i ciaa RSN | T =
b= — I
Mengoreksi Surat dan Peta Pertimbangan Teknis. Jika setuju,
5 . Surat
4 menyerahkan kepada Kepala Bidang Perencaaan dan )\ Konsep Surat Pertimbangan| 15 Partiinh
Pemanfaatan Hutan untuk dikoreksi. jika tidak setuju, \( Teknis dan Peta menit i,
’ ! ; s Teknis dan Peta
mengembalikan kepada analis untuk diperbaiki
Mempelajari dan mengoreksi Surat Pertimbangan Teknis K Surat
dan Peta. Jika setuju, menyerahkan kepada kepala Seksi Konsep Surat Pertimbangan| 15 oura
5 ; L ; v . . Pertimbangan
untuk proses lebih lanjut. jika tidak setuju, mengembalikan Teknis dan Peta menit Teknis dan Peta
kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki nre
Menugaskan Analis Pengembangan Hutan untuk mencetak ) Surat
6 |[final Surat Pertimbangan Teknis dan Peta, dan menyerahkan | L', Konse$ eSl::-iaSthae':-ti]]:ltZangan miiit Pertimbangan
kepada Sekretariat untuk proses penandatanganan Teknis dan Peta
Mencetak final surat Pertimbangan Teknis dan Peta, dan : Surat
. Konsep Surat Pertinbangan : .
7 |menyerahkan  kepada  sekretariat  untuk  proses ; 5menit| Pertimbangan
Teknis dan Peta .
penandatanganan Teknis dan Peta




Nomor SOP 0009.3 3/BX |OK-1112024

Tanggal Pembuatan Desember 2014

| Tanggal Revisi 3 Juni 2024

| Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKS| PERENCANAAN & TATA HUTAN Nama SOP Permohonan Perubahan Fungsi Kam%m Hutan
BIDANG PERENCANAAN & PEMANFAATAN HUTAN kT
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 79/Kpts-11/2001, tanggal 15 Maret 2001 Jo. Nomor : 942/Menhut-I1/2013, tanggal 23 Desember 2013, tentang 1. Kemampuan mengetik d2ngan aplikasi Microsoft Word
Perubahan Kepmenhut Nomor : 79/Kpts-11/2001, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 Ha. 2. Menguasai Bidang limu Pengukuran dan Perpetaan

Keputusan Menhut No. 718/Menhut-11/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dadn Provinsi Kalimantan Utara

Keputusan Presiden nomor : 32 Tahun 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 38 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 10 Tahun 2010, tanggal 22 Januari 2010, Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Fungsi Kawasan

Hutan

6  Peraturan Pemerintah nomor € Tahun 2007, tanggal 8 Januari 2007, jo Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2008, tanggal 4 Februari 2008 Tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

7 Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010, tanggal 22 Januari 2010, tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

9 Instruksi Presiden No.6 Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013, Tentang Penundaan Pemberian [zin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer
dan Lahan Gambut

10 Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 718/Menhut-11/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi
Kalimantan Utara

11 Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.33/Menhut-1/2010, tanggal 29 Juli 2010 jo nomor : P.44/Menhut-11/2011, tanggal 24 Mei 2011, jo nomor :
P.28/Menhut-11/2014, tanggal 13 Mei 2014, tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

12 Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.44/Menhut-1/2012, tanggal 11 Desember 2012, Jo Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.62/Menhut-11/2013,
tanggal 15 November 2013, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

13 Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.34/Menhut-1/2010 jo P.29/Menhut-11/2014, jo. P.16/MenLHK-11/2015, tanggal 7 April 2015, tentang Perubahan
Fungsi Kawasan

14 Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.5385/MenLHK-KTLAPSDH/2015, Tanggal 20 November 2015, Tentang Penetapan Peta Indikatif

Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan

o e W N

Lain (Revisi X
15 PeraEuran Gubzsmu' nomor - 51 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur
Keterkaitan Peralataniperlengkapan
1. Kertas ad-a0
2. Komputer dengan aplikas Microsoft Word & ArcGIS
3. Printer
|Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila belum diterbitkan Pertimbangan teknis maka akan menghambat penerbitan rekomendasi permohonan L Disimpan sebagai data elekfronik dan manual




Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Mutu Baku
Kepala Bidang
5 i Kepala Seksi Analis
No. HTnan Kok itan Perencanaan dan Perencanaan dan | Pengembangan Kelengkapan Waktu Output Botstieen
Pemanfaatan
Tata Hutan Hutan
Hutan
. Disposisi + Surat
1 Menugaskan Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Pe?mohona:f 10 Menit | Disposisi + Berkas SOP Perubahan Fungsi
untuk menganalisa Permohonan Pertimbangan Teknis Kelengkapan Persayaratan P Kawasan Hutan
Menyusun konsep surat dan menugaskan Analis ' _D_l; ouiel & Saric -
Pengembangan Hutan untuk menganalisa permohonan, P ; A e
2 : . Permohonan + 15 menit | Disposisi + Berkas
mengetik konsep dan membuat Peta Pertimbangan Kelengkapan Persayaratan
|Teknis - - B B i N
Melakukan analisa teknis, mengetik konsep surat yang . )
3 |telah disusun Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan ES Kelil;r;:apzml:}:g:a:r;tan 960 menit AnallsaI;I‘ etl;ms dan
dan membuat Peta Pertimbangan Teknis gkap 4 :
Mengoreksi Surat dan Peta Pertimbangan Teknis. Jika
K S
4 setuju, menyerahkan kepada Kepala Bidang Perencaaan )\ Pe rtimbz:ls‘;i 'Il‘lerlfr:is o, [ — Surat Pertimbangan
dan Pemanfaatan Hutan untuk dikoreksi. jika tidak setuju, \( f’eta Teknis dan Peta
mengembalikan kepada analis untuk diperbaiki
Mempelajari dan mengoreksi Surat Pertimbangan Teknis K ———
5 dan Peta. Jika setuju, menyerahkan kepada kepala Seksi Pe rtimbangalzl Telsdan ] 15 uicak Surat Pertimbangan
untuk proses lebih lanjut. jika tidak setuju, Mo Teknis dan Peta
mengembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki
Menugaskan Analis Pengembangan Hutan untuk o L I —t = B
mencetak final Surat Pertimbangan Teknis dan Peta, dan : . .| Surat Pertimbangan
| | t
6 menyerahkan kepada Sekretariat untuk proses e |mban§2rt;'rekms dan | 15menit Teknis dan Peta
penandatanganan — e . . R R
Mencetak final surat Pertimbangan Teknis dan Peta, dan cj Konsep Surat Surat Pertimbanean
7 |menyerahkan kepada sekretariat untuk proses Pertimbangan Teknis dan | 5 menit Teknis dan ;:tga
penandatanganan Peta




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINS| KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 0009.3.3/5}1} /DK-11/2024

Tanggal Pembuatan Desember 2014

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Isténto, S.P., M.Si.

BIDANG PERENCANAAN & PEMANFAATAN HUTAN

Nama SOP Penyusunan Draft SK. Review ;{TP

SEKSI PERENCANAAN & TATA HUTAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang rencana Kehutanan Tingkat Provinsi telah
ditetapkan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi telah ditetapkan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2011 - 2030

2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, terjadi pengurangan wilayah
Provinsi Kalimantan Timur;

3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terjadi peralihan kewenangan antar tingkatan
Pemerintah;

4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2036, menjadi acuan di dalam penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Proviinsi Kalimantan Timur

5 Paraturan Gubernur nomor : 51 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word
2. Menguasai Bidang llmu Pengukuran dan Perpetaan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
¥ Kertas ad-a0
2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word & ArcGIS
3. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila belum diterbitkan Pertimbangan teknis maka akan menghambat penerbitan rekomendasi permohonan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Mutu Baku
Kepala Bidang Analis
. Kepala Seksi
No. Uraian Kegiatan Perencanaan dan Informasi Keterangan
Pt Pen:;:s;::la; ':ian Sumber Daya Kelengkapan Waktu Qutput
Hutan Hutan
Menugaskan Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan 10 SOP Penyusunan
1 |untuk membuat draft SK. Pembentukan Tim dan Surat ‘ ) Disposisi Meni Disposisi Draft SK. Review
Pengantar Pengesahan Tim Penyusunan Review RKTP i o RKTP
Menyusun konsep draft SK. Pembentukan Tim dan Surat . - ) -
Pengantar Pengesahan Tim Penyusunan Review RKTP, P ?SPtOSkISI +Tpra£t SK'S 15 glsPOSI:SHPraﬁ Sk
2 |dan menugaskan Analis untuk ngetik dan menyiapkan I LI lf " e:t: it ; N ,Il..” - ; FeuibeaneLEY Tl can Sulrat
draft SK. Pembentukan Tim dan Surat Pengantar Pengas r pegge‘sa a]:lK,]l,? nsanie || Ramgsritve pengefahan Tim
pengesahan Tim Penyusunan Review RKTP enyusunan Review Penyusunan Review RKTP
Mengetik dan menyiapkan konsep draft SK. Pembentukan Draft SK. Pembentukan Tim Draft SK. Pembentukan Tim
3 Tim dan Surat Pengantar Pengesahan Tim Penyusunan — dan Surat Pengantar 60 dan Surat Pengantar
Review RKTP yang telah disusun Kepala Seksi | =S pengesahan Tim Penyusunan | Menit | pengesahan Tim Penyusunan
Perencanaan dan Tata Hutan Review RKTP Review RKTP
Mengoreksi Draft SK. Pembentukan Tim dan Surat
Pengantar pengesahan Tim Penyusunan Review RKTP. ) )
Jika setuju, membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Dra;lft SKéPentlgentukan 3im Draft SK. Pembentukan Tim
4 |Pengesahan Tim Penyusunan Review RKTP dan )& anh u”'lr : erplgantar 15. dan Surat. Pengantar
menyerahkan kepada Kepala Bidang Perencaaan dan \ ( pengesaRan. |mRKeF:rn]gfusunan menit pengesahan-'[‘:m Penyusunan
Pemanfaatan Hutan untuk dikoreksi. jika tidak setuju, eview Review RKTP
mengembalikan kepada analis untuk diperbaiki
Mempelajari dan mengoreksi Draft SK. Pembentukan Tim
dan Surat Pengantar pengesahan Tim Penyusunan 2 :
Review RKTP. Jika setuju, membubuhkan paraf pada <\ Dragsnl(é:er?l;enmkatz Tim - Dra:SK. Pembentukan Tim
5 |Surat Pengantar Pengesahan Tim Penyusunan Review / P easah ra'nr' e;gan i . an Surat.Pengantar
RKTP menyerahkan kepada kepala Seksi untuk proses peng Ra‘l:i lmRK?rng e ol pengesagan_Tlm Fengusunm
lebih lanjut jika tidak setuju, mengembalikan kepada il eview RICTP
Kepala Seksi untuk diperbaiki
Menugaskan Analis Pengembangan Hutan untuk Draft SK. Pembentukan Tim Draft SK. Pembentukan Tim
6 menyerahkan Draft SK. Pembentukan Tim dan Surat dan Surat Pengantar 5 . dan Surat Pengantar
Pengantar Pengesahan Tim Penyusunan Review RKTP ELI pengesahan Tim Penyusunan FHEE pengesahan Tim Penyusunan
kepada Sekretariat untuk proses penandatanganan Review RKTP Review RKTP
Menyerahkan Draft SK. Pembentukan Tim dan Surat (j DragtSnKé::Tll:entukat: T DragSK. Pemnbentakan Tim
7 |Pengantar Pengesahan Tim Penyusunan Review RKTP en N h ?I" eggan 3 5 menit anhSur:'art.Pengantar
kepada Sekretariat untuk proses penandatanganan e g L ey e
Review RKTP Review RKTP




Nomor SOP 0009.3.3/ 1 WDK-1172024

Tanggal Pembuatan Desember 2014
Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tanggal Efektif 1 Januari 2025
Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BIDANG PERENCANAAN & PEMANFAATAN HUTAN Nama SOP Penyusunan Buku NSDH

SEKS| PERENCANAAN & TATA HUTAN

Kualifikasi pelaksana

Dasar Hukum
1 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 644/Kpts-11/1999, tanggal 19 Agstus 1999, tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan | 1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word
Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.44/Menhut-1lf2012, tanggal 11 Desember 2012, Jo Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.62/Menhut-1/2013, 2 Menguasai Bidang llmu Pengukuran dan Perpetaan

tanggal 15 November 2013, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan 3 Mampu Mengoperasikan Piranti Lunak Sistem informasi Geografis

3 Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
4  Instruksi Presiden No.6 Tahun 2017, tanggal 17 Juli 2017 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer

dan Lahan Gambut
5 Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2016 fentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036

Keterkaitan Peralatan/periengkapan
1. Kertas a4-a0
2 Komputer dengan aplikasi Microsoft Word & ArcGIS
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan
- Disimpan sebaga data elekironik dan manual

Apabila belum diterbitkan Pertimbangan teknis maka akan menghambat penerbitan rekomendasi permohonan




No.

Uraian Kegiatan

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Mutu Baku

Kepala Bidang
Perencanaan dan
Pemanfaatan Hutan

Kepala Seksi
Perencanaan dan
Tata Hutan

Analis
Pengembangan
Hutan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Menugaskan Kepala Seksi Perencanaan dan Tata
Hutan melakukan pengumpulan Data untuk
menyusun Buku NSDH

<L

Disposisi

5 Menit

Disposisi

SOP Penyusunan
Buku NSDH

Menugaskan Kepada Analis Pengembangan Hutan
untuk mengumpulkan data untuk penyusunan Buku
NSDH

g

Disposisi

5 Menit

Disposisi

Mengumpulkan data pada Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi dan kegiatan dilapangan, dan
menyerahkan kepada kepala Seksi Perencanaan dan
Tata Hutan sebagai dasar penyusunan Buku NSDH

Berkas

3.840 Menit

Berkas

Menyusun Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan
data yang ada dan mengajukan kepada Kepala Bidang
Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan untuk
dikoreksi

[]
L

Mempelajari dan mengoreksi Draft Buku NSDH. Bila
setuju, membubuhkan paraf dan menyerahkan
kapada Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
untuk diroses lebih lanjut, jika tidak setuju,
mengembalikan kepada Kepala Seksi Perencanaan

)

Dokumen

600 Menit

Dokumen

Dokumen

15 Menit

Dokumen

Menugaskan kepada Analis Pengembangan Hutan
Buku NSDH untuk proses penandatanganan

Menyerahkan Buku NSDH kepada Sekretariat untuk
proses penandatanganan

5 menit

Dokumen

5 menit

Dokumen




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 0009.3.3/ A\9DK-11/2024

Tanggal Pembuatan Desember 2014

Tanggal Revisi 3 Juni 2024

| Tanggal Efektif 1 Januari 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,

H. Joko Istaro, S.P.. M.Si.
NIP 1975080%2000031003

BIDANG PERENCANAAN & PEMANFAATAN HUTAN

SEKS| PERENCANAAN & TATA HUTAN

Nama SOP Penyusunan Sistem Informasi Keh+snan
1

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Pasal 14 bahwa SIK disusun secara berjenjang yang
meliputi nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Unit Pengelolaan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pasal 9 bahwa Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria SIK (Numerik dan

3 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.02/Menhut-11/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan

4  Peraturan Gubernur nomor : 51 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word
2. Menguasai Bidang limu Pengukuran dan Perpetaan
3. Mampu Mengoperasikan Piranti Lunak Sistem informasi Geografis

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Kertas ad-a0
2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word & ArcGIS
3. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila belum diterbitkan Pertimbangan teknis maka akan menghambat penerbitan rekomendasi permohonan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




No.

Uraian Kegiatan

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Mutu Baku

Kepala Seksi
Perencanaan dan
Tata Hutan

Analis Informasi
Sumber Daya Hutan

Kepala Bidang
Perencanaan dan
Pemanfaatan Hutan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Menugaskan Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
melakukan pengumpulan Data untuk menyusun Buku
Sistem Informasi Kehutanan

(;)

Disposisi

5 Menit

Disposisi

SOP Penyusunan
Sistem Informasi
Kehutanan

Menugaskan Kepada Analis Pengembangan Hutan untuk
mengumpulkan data untuk penyusunan Buku Sistem
Informasi Kehutanan

B

Disposisi

5 Menit

Disposisi

Mengumpulkan data pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi, dan menyerahkan kepada kepala Seksi
Perencanaan dan Tata Hutan sebagai dasar penyusunan
Buku Sistem Informasi Kehutanan

Berkas

3.840 Menit

Berkas

Menyusun Buku Sistem Informasi Kehutanan berdasarkan
data yang ada dan mengajukan kepada Kepala Bidang
Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan untuk dikoreksi

[
L

Mempelajari dan mengoreksi Buku Sistem Informasi
Kehutanan. Bila setuju, membubuhkan paraf dan
menyerahkan kapada Kepala Seksi Perencanaan dan Tata
Hutan untuk diroses lebih lanjut, jika tidak setuju,
mengembalikan kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Tata
Hutan untuk diperbaiki

Dokummen

600 Menit

Dokumen

Dokumen

15 Menit

Dokumen

Menugaskan kepada Analis Pengembangan Hutan Buku
Sistem Informasi Kehutanan untuk proses
penandatanganan

Menyerahkan Buku Sistem Informasi Kehutanankepada
Sekretariat untuk proses penandatanganan

Dokumen

5 menit

Dokumen

5 menit

Dokumen

Dokumen




Nomor SOP 0009.3.3/Y 24DK-11/2024
Tanggal Pembuatan Desember 2014
| Tanggal Revisi 3 Juni 2024
Tﬂal Efektif 1 Januari 2025
Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIDANG PERENCANAAN & PEMANFAATAN HUTAN Nama SOP Pemohonan Revisi Peta indikatif Penundaan %M»onan ljin Baru
SEKS| PERENCANAAN & TATA HUTAN '
1§
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomer : 38 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Sungai

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

2. Keputusan Presiden nomor : 32 Tahun 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 2. Menguasai Bidanga llmu Pengukuran dan Perpetaan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 38 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 fentang Sungai 3. Mampu mengoperasikan piranti lunak Sistem Informasi Geografis
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 10 Tahun 2010, tanggal 22 Januri 2010, Tentang Tata Cara Perubahan Perunfukan Fungsi
Kawasan Hutan
5. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2007, tanggal 8 Januari 2007, jo Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2008, tanggal 4 Februari 2008 Tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
6. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimentan Timur nomor 01 Tahun 2016, tanggal 15 Februari 2016, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2016-2036
8. Instruksi Presiden No.6 Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013, Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut
9. Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 718/Menhut-I/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan
Provinsi Kalimantan Utara
10. Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.44/Menhut-11/2012, tanggal 11 Desember 2012, Jo Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.62/Menhut-
112013, tanggal 15 November 2013, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
11.  Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016, Tanggal 21 November 2016, Tentang Penetapan Peta
Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal
Penggunaan Lain (Revisi XI)
12, Peraturan Gubernur nomor - §1 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi
| Kalimantan Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
2 Kertas a4-a0
2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word & ArcGIS
3. Printer
eringatan |Pencatatan dan pendataan

Peringata
Apabila belum diterbitkan Pertimbangan teknis maka akan menghambat penerbitan rekomendasi permohonan

Disimpan sebagai data elekfronik dan manual




No.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Mutu Baku

Uraian Kegiatan

Kepala Bidang
Perencanaan dan
Pemanfaatan
Hutan

Kepala Seksi
Perencanaan dan
Tata Hutan

Analis Informasi
Sumber Daya
Hutan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Menugaskan Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
untuk menugaskan staf yang membidangi

(_[__)

Disposisi + Surat
Permohonan

10 Menit

Disposisi

SOP Permohonan

Revisi Peta Indikatif

Kepala Seksi menugaskan Analis Informasi Sumber
Daya Hutan untuk melakukan peninjauan lapangan

S

Disposisi + Surat
Permohonan

Melaksanakan Klarifikasi Lapangan, membuat laporan
dan Rekomendasi Perubahan Peta Indikatif Perubahan
Penundaan ljin Baru

J Lk
(=)

Surat Rekomendasi + Peta

1.680 Menit

Disposisi + Surat
Permohonan

Surat Rekomendasi + Peta

Mempelajari dan mengoreksi Surat Rekomendasi
Perubahan Peta Indikatif Perubahan Penundaan Ijin
Baru dan Peta. Jika setuju, membubuhkan paraf dan
menyerahkan kepada Kepala Bidang Perencanaan dan
Pemanfaatan Hutan untuk dikoreksi. Jika tidak setuju,
mengembalikan kepada Analis Informasi Sumber Daya
Hutan -

Surat Rekomendasi + Peta

15 menit

Surat Rekomendasi + Peta

Mempelajari dan mengoreksi Surat Rekomendasi
Perubahan Peta Indikatif Perubahan Penundaan ljin
Baru dan Peta. Jika setuju, membubuhkan paraf dan
menyerahkan kepada Kepala Seksi Perencanaan dan
Tata Hutan untuk diproses lebih lanjut. Jika tidak
setuju, mengembalikan kepada Kepala  Seksi
Perencanaan dan Tata Hutan

A.
\2

Surat Rekomendasi + Peta

15 menit

Menugaskan Analis Informasi Sumber Daya Hutan
untuk menyerahkan Surat Rekomendasi Perubahan
Peta Indikatif Perubahan Penundaan ljin Baru dan Peta
kepada Sekretariat untuk proses penandatanganan

Menyerahkan Surat Rekomendasi Perubahan Peta
Indikatif Perubahan Penundaan ljin Baru dan Peta
kepada Sekretariat untuk proses penandatanganan

Surat Rekomendasi + Peta

Surat Rekomendasi + Peta

5 menit

5 menit

Surat Rekomendasi + Peta

Surat Rekomendasi + Peta

Surat Rekomendasi + Peta




Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Mutu Baku

Kepala Bidang Analis Informasi
' Kepala Seksi Sumber Daya
; Uraian Kegiatan
No gia Reccncassns du Perencanaan dan Hutan dan Kelengkapan Waktu Output Estergin
Pemanfaatan
Hutan Tata Hutan Pengembangan
Hutan
1 Menugaskan Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan ( ) Disposisi + Surat 10 Meni ) . )
untuk memenuhi permohonan bantuan tenaga Permohonan ong Ditpcutal SOP Naskah Dinas
la Seksi laksanakan ata kan Anali i isi i isi
2 Kepala Seksi mela .a!m n atau menugaskan Analis E_l Disposisi + Surat 10 Menit Disposisi + Surat
untuk melakukan peninjauan lapangan Permohonan Permohonan
Membuat Surat Penunjukan petugas yang melaksanakan { rl )
3 Bl H Surat 15 Menit Surat
Mengoreksi surat penunjukan petugas. Bila setuju,
4 membubuhkan paraf dan menyerahkan kepada Kepala ) \ Surat 15 : S
Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan untuk \( ura SEE e
dikoreksi, jika tidak setuju, dikembalikan kepada Analis
Mengoreksi surat penunjukan petugas. Bila setuju,
membubuhkan paraf dan menyerahkan kepada Kepala \k
5 |Seksi Perencanaan dan Tata Hutan untuk diproses lebih < P Surat 15 menit Surat
lanjut. jika tidak setuju, dikembalikan kepada Kepala Seksi
Perencanaan dan Tata Hutan
Menugaskan  Analis  untuk  menyerahkan  surat
6 |penunjukan petugas kepada Sekretariat untuk proses CL“I Surat 5 menit Surat
penandatanganan
Menyerahkan surat penunjukan petugas Kkepada (j )
7 |sekretariat untuk proses penandatanganan Surat s Sarat
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